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ABSTRACT 

STUDYofiMPLEMENTATION POLICY GOVERNMENTAL OF PP 70 
YEAR 2012 ABOUT LEVYING OF GOVERNMENTAL SERVICE AND 
GOODS) IN ENVIRONMENT OF DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN 

DAN PERIKANAN LAMANDAU REGENCY 

Hidayat Erikson 
Email: hidayaterikson@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Lamandau Regency of levying of this service and goods is conducted to 
utilize the prosperity of society lamandau, what is arranged directly by body I on 
duty exist in Lamandau Regency. Levying of this service and Goods is expected 
to relate to PP 70 year 2012 about levying of governmental service and goods. 
Real effort which lainya from government in management of related/relevant 
service and goods the problem, in the year 2003 government publish the Decision 
of Number President 80 Year 2003 about Guidance of Goods Governmental 
service later on in the year 2010 altered passing Regulation of President No. 54 
Year 2010. As for intention of this penelitism is: Analysing implementation , 
identifying factors influencing implementation of implementation of Regulation 
of Number President 70 Year 2012 On duty Agriculture, Ranch And Fishery of 
Lamandau Regency. Method used in this research is descriptive method 
qualitative, where especial instrument in research is researcher by xself. Data 
source used is source of data of primary and skunder file related to empirical 
condition and situation of Policy implementation. Result of research menunjukan 
that On duty Agriculture, Ranch And Fishery of execution of budget absorbtion 
experience of delay in seeing from side process the goods levying and its service , 
this matter represent a separate polemic to on duty, because all activity conducted 
its definitive there deadline and finish in one budget year walk the. frequent delay 
multiply happened can become the problem 

Keyword :Government, implementation, regulation of Number President 70 
Year 2012, service and goods. 
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ABSTRAK 

STUDI IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 
BERDASARKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS 
PERT ANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

KAB UP ATEN LAMANDAU 

Hidayat Erikson 
Email: hidayaterikson@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Di Kabupaten Lamandau, pengadaan barang dan jasa dilakukan guna 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur secara langsung oleh badanldinas yang 
ada di Kabupaten Lamandau. Pengadaan barang dan jasa ini mengacu kepada 
PP 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan 
masalah tersebut, pada tahun 2003 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya pada Tahun 2010 dirubah melalui Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis implementasi Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasinya. Penelitian dilakukan di Dinas Pertanian, 
Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi 
empiris implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan, pelaksanaan penyerapan anggaran 
mengalami keterlambatan dilihat dari sisi proses pengadaan barang dan jasanya. 
Hal ini merupakan sebuah polemik tersendiri untuk dinas, karena segala kegiatan 
yang dilakukan yang pastinya ada batas waktunya dan selesai dalam satu tahun 
anggaran berjalan. Keterlambatan yang kerap kali terjadi bisa menjadi problem 
ketika adanya pemeriksaan dan efektifitas pelaksanaan pekerjaanpun tentunya 
kurang berj alan dengan baik. 

Kata Kunci : Barang dan jasa, kebijakan,implementasi, PP Nomor 70 Tahun 
2012. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk 

memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk 

menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk yang berupa barang, 

jasa, maupun pembangunan infrastruktur (Yohanes Sogar Simamora : 2005, hal 

1 ). Disamping itu barang dan jasa merupakan keperluan mendasar dari 

pemerintah, jadi untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. 

Agar pangadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara 

efisien, efektif dan kompetitif berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu 

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan 

akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas 

pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2010, 

ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

(selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010), tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut mencabut 

Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut 

dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 

1 
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baik dengan adanya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pada 

pemerintah, termasuk bagi pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang atau Jasa Pemerintah. Akhimya setelah tertunda selama beberapa bulan, 

yang direncanakan April 2012, pada tanggal 31 Juli 2012 Presiden 

menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat dengan Perpres No.70 Tahun 

2012). Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

bertujuan untuk: 

Pertama, mempercepat pelaksanaan anggaran baik APBN maupun APBD, 

yaitu dengan adanya kewajiban KIL/D/I dalam Penyusunan Rencana Umum 

Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment 

plan), mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disahkan 

dengan menyediakan biaya pendukung dan Penetapan!Pengangkatan Pengelola 

Pengadaan (PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Bendahara, Panitia!Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan, dan lain-lain) tidak terikat tahun anggaran, menaikkan 

nilai Pengadaan Langsung Barang!Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp. 

100 juta menjadi Rp. 200 juta dan nilai pengadaan dengan Pelelangan 

Sederhana!Pemilihan Langsung dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 5 Milyar. 

Kedua, menghilangkan dan memperjelas multitafsir; yaitu dengan 

dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

2 
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Presiden Nomor 54 Tahun 2010 antara lain: sanggahan hanya untuk peserta yang 

memasukan penawaran. Peserta yang mendaftar tetapi tidak memasukkan 

penawaran tidak berhak melakukan sanggahan, penanggung jawab proses 

pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja (Pokja) ULP, nila jaminan sanggah 

banding ditetapkan menjadi 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS. 

Sebelumnya, nilai Jaminan Sanggah Banding ditetapkan sebesar 2/1000 (dua 

perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50 juta. 

Ketiga, memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan, yang bertujuan 

untuk memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan, antara lain: Lampiran 

Peraturan Presiden dijadikan Keputusan Kepala LKPP ( dengan persetujuan 

Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan 

Pembangunan Nasional), mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan 

Direct Purchasing serta penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan 

oleh Kepala LKPP. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat mempengaruhi penyerapan 

APBN/ APBD. Seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dari 

APBN/ APBD, baik yang bersumber dari rupiah murni maupun yang bersumber 

dari Pinjaman!Hibah Luar Negeri. Pembayaran terhadap tagihan atas pengadaan 

barang/jasa pemerintah dilaksanakan setelah barang/jasa tersebut diterima oleh 

pemerintah ( dalam hal ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di setiap satuan 

kerja). Apabila penyerahan barang/jasa dilaksanakan pada akhir-akhir tahun 

anggaran, misalnya pada bulan Desember, maka pada bulan tersebut baru bisa 

dibayarkan tagihan atas penyelesaian pekerjaan. Dan sebaliknya apabila 
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penyerahan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah 

dilaksanakan pada semester I atau triwulan III tahun anggaran, maka pembayaran 

atas tagihan kepada negara atas penyelesaian pekerjaan tersebut maka akan 

dilaksanakan pada semester I atau triwulan III. Hal ini akan mendorong terjadinya 

percepatan penyerapan APBN/ APBD. 

Di Kabupaten Lamandau masing-masing Instansi/Dinas/Badan mengatur 

rumah tangganya sendiri dengan pembiayaan yang berasal dari APBN/ APBD. 

Salah satunya adalah Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau. Realisasi penyerapan anggaran di Dinas Pertanian, Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 pada awal tahun sampai 

dengan mendekati akhir tahun berjalan lambat kemudian naik pesat pada akhir 

tahun. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan ketidakseimbangan antara 

waktu yang tersedia dengan target fisik (belanja modal) yang harus dikejar 

serta akan mengakibatkan rendahnya mutu pekerjaan (Mustofa Kemal, 2012). 

Penyerapan anggaran yang terlambat menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan 

anggaran selain proses pengadaan barang danjasa seperti antara lain: kelemahan 

dalam perencanaan awal, adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di 

tingkat instansi, lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, sampai 

dengan lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang 

didanai Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Seperti halnya yang dialami pemerintah derah, ataupun dinas/instasi 

lainnya, pelaksanaan penyerapan anggaran pada Dinas Pertanian, Petemakan dan 

4 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



Perikanan tahun 2013 mengalami keterlambatan. Di lihat darl sisi proses 

pengadaan barang dan jasa, hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan sampai 

sejauh mana implementasi Pepres 70 Tahun 2012 di Dinas Pertanian Petemakan 

Kabupaten Lamandau. Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya adalah cara 

Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, untuk penyediaan fasilitas publik, 

pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada masyarakat. 

Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah beketja sama dengan 

masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh setiap lembaga 

pemerintahan hampir tetjadi setiap waktunya, untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan daerah maupun kebutuhan kantor harlan. Selayaknya sebuah 

rumah yang memerlukan kebutuhan harlan yang harus dipenuhi oleh pemilik 

rumah, hanya saja perbedaan dengan pemerintah adalah penggunaan anggaran 

yang merupakan uang masyarakat banyak yang dikumpulkan darl pajak daerah, 

retribusi dan lainnya. Maka dikeluarkannya prosedur alur yang dilakukan oleh 

masing-masing lembaga harus didasari dengan peraturan dengan perundang

undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa, agar tetap melakukan pemenuhan 

kebutuhan Pemerintah dan juga masyarakat dalam koridor pembelanjaan yang 

tepat dan tidak tetjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam prosesnya. 

Darl uraian di atas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan ada kemungkinan belum betjalan 

sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 

70 Tahun 2012, maka darl itu peneliti mau mengetahui lebih jauh serta 
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memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada dengan melakukan sebuah 

penelitian tentang "Studi Jmplementasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

PP 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah) di 

Lingkungan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau ". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 di Dinas 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Presiden 

No 70 Tahun 2012 di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau? 

3. Bagaimanakah caranya mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di Dinas Pertanian, 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 1m 

adalah: 

1. Mengetahui implementasi Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 berkenaan 

dengan pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pertanian, Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau. 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan 

Presiden No 70 Tahun 2012 di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau. 

3. Mengidentifikasi cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di Dinas Pertanian, 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat dari penelitian 

ini antara lain: 

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan 

pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu kebijakan 

dalam pemgadaan barang dan jasa, serta dalam mengimplementasikan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga kebijakan dalam 

pengadaan barang dan jasa bisa terlaksana dengan baik. 

2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk 

mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam 

pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan 

politik, khusunya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan 

lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya. 

3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terutama Dinas/Badan 

dalam pelaksanaan penyedian barang dan jasa. 

7 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Objek Penelitian 

1. Kondisi Umum Kabupaten Lamandau 

Dikutip dari RJPMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, secara geografis, 

Kabupaten Lamandau terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan 

dan 110° 25' sampai dengan 112° 5' Bujur Timur. Kabupaten yang merupakan 

salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah yang 

cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km2
• Secara administratif Kabupaten Lamandau 

berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan 

Kabupaten Seruyan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan 

Provinsi Kalimantan Barat. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi 

Kalimantan Barat. Peta wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Ibukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah 

administrasi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 

80 desa dan 3 kelurahan. Jarak tetjauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke 

ibukota kecamatan adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya 

adalah Kecamatan Batang Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau 
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sejauh 84 km, dan Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang 

terdekat adalah Kecamatan Sematu Jaya. 

Gambar 4.1 

Peta Administrasi Kabupaten Lamandau 

.. ' . ."t 

I Kec. &Jik Timur 

Kec. Larnandau 

- _._!. ~·· 

··~ _ ... --. -· 

Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki 

luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km2 (20,78 

persen) dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan 

Belantikan Raya seluas 1263 km2 (19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten 

Lamandau, Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km2 (16,76 persen) dan 

Kecamatan Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, 

seluas 685 km2 atau (1 0,59 persen). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas 

wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan persentase luas (1,35 

persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat Tabel 4.1. 
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Tabel4.1 

Tinggi Rata-Rata, Luas Daerab dan Jumlah Desa/Kelurahan 
MenurutKecamatan di Kabupaten Lamandau Tabun 2012 

----·-

Nama Tinggi Luas 
Kecamatan Rata-Rata Daerab Luas 

dpl(m) (Kml) Kecamatan 

665,55 10,38 

2 Bulik Timur 1074,72 t 16,76 12 

t· 

3 SematuJaya 86,85 1,35 7 

-- ---
4 620,88 9,68 11 

5 1333,00 20,78 

6 1263,00 
-1-

19,69 

-
7 Batang Kawa 685,00 10,59 

I 
8 De lang 685,00 

; 
10,59 10 

i l --·· 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran 

rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai 

besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. 

Topografis Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah 

berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit. 

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara 

lain: bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti 

Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km2 

tercatat 167.343 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan. 

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, 

jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki 
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tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian 

tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari 

danau dan rawa aluvial/organosol banyak mengandung air. 

Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai 

baik besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah 

Kabupaten Lamandau adalah Sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang 

membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, 

Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai 

Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur 

transportasi. 

Tabel4.2 

Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
-·-r-- ---- ------------------ ~-- ~---r-- ~-~-~ ------------------

i 
Rata-rata 

Dapat Dilayari I 
' Nd NamaSungai ---i 

(km) I 

Lebar(m) ! 
i 

r--------1 -· ------- ------··- ---

Sungai Bulik 30 

2 SungaiLamandau 65 65 6 65 
-- ------

3 Sungai Belantikan 52 52 4 23 

4 Sungai Matu 21 21 3,5 8 

Sungai Batang 
5 i Kawa 65 65 6 25 

6 Sungai Delang 57 40 5 18 I 

- - -- : 
7 SungaiKungkung 20 2 4 

'-------- - --- - - ----

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 
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Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : 

a. Mineral Logam, terdiri dari: 

1) Bijih besi terse bar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi 

Raya dan Kecamatan Lamandau; 

2) Bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, 

Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur; 

3) Galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang 

Kawa; 

4) Zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan 

Ray a; 

b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau. 

c. Batuan khusus, terdiri dari: 

1) Granit terse bar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan 

Ray a; 

2) Andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang 

dan Kecamatan Lamandau; dan 

3) Pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Lamandau. 

d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari: 

1) Emas terse bar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, De sa 

Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin; 
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2) Ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa 

Penopa. 

Kawasan peruntukan industri meliputi : 

a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan 

kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar; 

b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri 

sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan. 

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: 

a. wisata alam; dan 

b. wisata budaya. 

Kawasan peruntukan wisata alam antara lain: 

a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan Belantikan 

Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau; 

b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, 

kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik 

Timur, kecamatan Bulik; dan 

c. Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung 

serta Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu. 

Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di 

kecamatan Delang dan kecamatan Lamandau. 

Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa, 

terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila 

dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat 
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kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 

menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan 

penduduk tertinggi ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per 

kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59 penduduk dan 

Kecamatan Menthobi Raya sebanyak 15,42 penduduk. Sementara kecamatan 

dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan 

Belantikan Raya (4,13). (Lihat Tabel4.3) 

Tabel4.3 

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan 
Kecamatan Di Kabupaten Lamandau 

Kecamatan 

>------t--~--··-----~-----------· 

Bulik 

~--- ----- -- ---

2 Bulik Timur 
-------1----- -- -----------

3 Sematu Jaya 

4 
; Menthobi Raya 

5 Lamandau 

6 
Belantikan 

Raya 

7 De lang 

8 Batang Kawa 

Jumlab Total 

Tahun 2011 

Tahun 2010 

Tahun 2009 

Tahun 2008 

Luas Daerab 
(Kml) 

Jumlab Penduduk 

665,55 

t 
1.074,72 

-----

86,85 

620,88 

1.333,00 

. - ---- ~- --

24.352 

7.104 

9.867. 

9.576 

5.991 

5.212 

-----

5.346 

2.642 

70.090 

66.061 

63.199 

63.079 ' 

59.531 

Kepadatan 
Penduduk (Per 

Km2
) 

- ----· i 
I 13,61 · 

15,42 

4,49 

9,85 

9,83 i 

----

9,28 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 201212013 
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Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kabupaten Lamandau 2012, 

realisasi investasi di Lamandau meliputi bidang pertanian dan umum, kehutanan, 

perkebunan dan pertambangan pada tahun 2009 mencapai Rp. 42,37 milliar, 

yang mencakup investasi PMA, PMN dan PBS. Angka ini meningkat dibanding 

tahun sebelumnya yang mencapai Rp.27,33 milliar. Total investasi di sektor 

pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan, pertambangan dari tahun 2003 s.d 

2009 mencapai Rp. 117,405 milliar. 

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan 

ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan 

investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di 

Kabupaten Lamandau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian 

pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi 

dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan. 

Untuk mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Lamandau 

dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang 

tersedia untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan 

jumlah demo. Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di 

bawah ini. 

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu 

bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata teijadi berapa 

tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, 

pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator 1m berguna untuk menggambarkan 
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tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka 

semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan 

kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat 

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman 

kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta 

menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak 

kriminalitas dapat diminimalisir. 

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam 

periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah 

gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa 

biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau 

penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan 

sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. 

Aksi demontrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan 

kerugian. Namun, demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan 

secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat 

merugikan masyarakat secara luas. 

2. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan 

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan KabupatenLamandau di 

bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sebagai tindak 
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lanjut pembentukan Kabupaten Lamandau berdasarkan Undang-undang Nomor 

05 Tahun 2002. 

Kepala Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

telah mengalami pergantian sebagai berikut : 

a. Ir. H. MASRUN diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 

821.2/8/PEG/Tanggal 27 September 2002 dan Keputusan Bupati Lamandau 

Nomor 281.2/124N/PEG-2005Tanaggal16 Mei 2005, 

b. Ir. YOAB A. MIHING diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau 

Nomor 821.2/ /PEG Tanggal 31 juli 2008. 

c. Terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 2009 Ir. H. MASRUN ditunjuk sebagai 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau berdasarkan Perintah Bupati Nomor 

821.2/77 .a/11/BKPP-2009 tanggal 9 F ebruari 2009. 

d. Ir. H SUNARTO, M.A.P diangkat berdasarkan Keputusan Bupati 

Lamandau Nomor 821.2/10/1/BKPP-2011, Tanggal 03 Januari 2011. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Penataan 

Dinas Badan diLingkungan Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi Dinas 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dinas Pertanian, Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau menangani atau mengelola empat (4) bidang 

yaitu Bidang Pertanian, Bidang Petemakan, Bidang Perikanan dan Bidang Usaha 

Tani. 
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a. Visi dan Misi 

Visi Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

adalah sebagai berikut : "Mewujudkan Usaha Tani, Nelayan yang Maju 

dan Tangguh dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan 

Berkelanjutan". 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi yang diemban oleh 

Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah : 

1) Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan sumberdaya 

air secara efisien, lestari dan berkelanjutan 

2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani- nelayan 

3) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha tani- nelayan 

4) Meningkatkan efisiensi modemisasi usaha tani - nelayan melalui 

pengembangan teknologi diversifikasi produksi dan konsumsi 

5) Meningkatkan kualitas aparatur pembina yang profesional dalam tugas 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga 

kabupaten dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah di bidang 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

mempunyai fungsi : 

70 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



1) Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, 

Peternakan dan Perikanan. 

2) Penetapan standar Teknis Pelayanan Minimal dibidang Pertanian. 

Peternakan dan Perikanan. 

3) Penyediaandukungan Pengembangan Infrastruktur, Sarana Pertanian, 

Produksi, Perlindungan,Benih, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, 

Kelembagaan, Pembiayaan, Investasi, SDM dan Teknologi Spesifik lokasi 

di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 

4) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Fungsional dan Pelatihan Teknis 

Penyuluhan. 

5) Penyelenggaraan Pengaturan, Pembinaan, dan Bimbingan Teknis, 

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pertanian, Peternakan 

dan Perikanan. 

6) Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, 

dan Pelaporan Penyelenggaraan Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 

7) Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

8) Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas 

c. Kebijakan, Sasaran dan Program 

1) Kebijakan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan berdasarkan 

misi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan maka kebijakan yang ditetapkan 

untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : 
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a) Mewujudkan struktur ekonomi daerahyang kuat berbasis pada sektor 

pertanian yang didukung oleh sektor industry manufaktur yang handal 

meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. 

b) Pengembangan kawasan sentra produksi usaha tani - nelayan. 

c) Meningkatkan fungsi tata guna lahan pertanian yang dapat mendukung 

pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. 

d) Kebijakan investasi diarahkan untuk mendorong perturnbuhan ekonomi 

yang menitikberatkan sektor pertanian, peningkatan pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan aparatur pelaksana dan pelaku usaha pertanian. 

2). Sasaran 

Secara umum sasaran pembangunan Dinas Pertanian, Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 

a) Meningkatkan Populasi, luastanam, luas panen, dan produksi usaha tani, 

temak dan ikan. 

b) Meningkatkan kualitas produksi dan penganekaragaman produk olahan. 

c) Meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian, petemakan dan 

perikanan. 

d) Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, petemakan dan 

perikanan. 

e) Meningkatkan kemampuan sumberdaya man usia di hi dang pertanian, 

petemakan dan perikanan. 
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d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

1) Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 

Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Din as 

b) Sekretariat, membawahkan : 

(1) SubBagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 

(2) SubBagian Keuangan; 

(3) SubBagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. 

c) BIDANG terdiri dari : 

(1) BIDANG PERTANIAN, membawahkan: 

(a) Seksi Pengembangan Lahan Pertanian. 

(b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian. 

(c) Seksi Perlindungan Tanaman. 

(2) BIDANG PETERNAKAN, membawahkan : 

(a) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Temak 

(b) Seksi Sarana dan Prasarana Petemakan 

(c) Seksi Kesehatan Hewan. 

(3) BIDANG PERIKANAN, membawahkan : 

(a) SeksiPengembangan Usaha Perikanan. 

(b) SeksiSarana dan Prasarana Perikanan. 
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(c) SeksiPengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati. 

(4) BIDANG USAHA TANI, membawahkan: 

(a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil. 

(b) Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha; 

(c) Seksi Pemasaran dan Promosi. 

d). Kelompok Jabatan Fungsional 

e). Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

2). Tata Ketja 

Tata Kerja pada Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau sebagai berikut: 

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang 

dan Kepala Sub Bagian/Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. 

b) Setiap unsur pembantu pimpinan (Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Sub 

Bagian/Kasi) dalam lingkungannya, mengkoordinasikanstaf masing-masing 

dan memberikanbimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

c) Setiap Bidang/Sub Bagian!Seksi mengikuti danmematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporantepat pada 

waktunya. 

d). Setiap laporanyang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 
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Sesuai Peraturan Daerah diatas, Struktur Organisasi Dinas Pertanian, 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2013, adalah terdiri 

dari: 

a) Unsur Pimpinan : Kepala Dinas 

b) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris/Kepala Bidang 

c) Unsur Pelaksana :UPT 

Gambar4.2 
Struktur Organisani Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 
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e. Deskripsi Pegawai 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian, Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 

berjumlah 44 (Empat Puluh Empat). 

Tabel4.4 JumlahPegawai berdasarkan pendidikan 

Jenis Kelamin 
Keterangan 

No. nngkat Pendidikan Jumlah 
Pria Wanita 

1. Pasca Sarjana (S-2) 3 - 3 

2. Sarjana (5-1) 13 30 
17 

3. D-4 Pertanian - -
-

4. D-3/ Sarjana Muda 2 6 
4 

5. D-1 Pertanian - -
-

6. SL TA I SPMA/Sederajat 1 5 
4 

Jumlah 28 16 44 

Tabe14.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonisasi dan Pelaksana 

Jumlah PencfKfikan 

No. Eselon JML 
SO/ SMP/ SMA/ SMK D-3 5-1 5-2 5-3 
MI MTs MA 

1. II - - - - - - 1 - 1 

2. III - - - - 1 2 2 - 5 

3. IV - - - - - 10 - - 10 

4. Pelaksana - - 5 - 5 18 - - 28 

Total 44 
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Tabel4.6 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang 

Jenis Kelamin 
No. Golongan I Ruang Jumlah Keterangan 

Pria Wanita 

1. Golongan IV/d - - -

2. Golongan IV/c - - -

3. Golongan IV /b 1 - 1 

4. Golongan IV/a 2 - 2 

5. Golongan III/d 2 - 2 

6. Golongan III/c 6 5 11 

7. Golongan III/b 2 2 4 

8. Golongan III/a 9 6 15 

9. Golongan II/d - - -

10. Golongan II/ c 3 2 5 

11. Golongan II/b 3 1 4 

12. Golongan II/a - - -

13. Golongan I/d - - -

14. Golongan I/c - - -

15. Golongan 1/b - - -

16. Golongan I/a - - -

lumlah 28 16 44 

B. Hasil Temuan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pertanian, 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau, informasi dan konfirmasi dari 

implementasi Perpres No. 70 Tahun 2012 dalam proses kegiatan pengadaan 

77 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



barang dan jasa di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau, maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

1. Implementasi Perpres No. 70 Tahun 2012 dalam pengadaan Barang dan 
Jasa di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Lamandau 

Proses pengadaan barang/jasa memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan 

seperti menurut Willem (2012, h.ll-12) sebagai berikut yang juga telah 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan, yaitu: 

a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan 

dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalam waktu sesingkat -singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang 

sebesarbesarnya bagi keuntungan negara. 

b. Efektif, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan. 

c. Kompetitif/bersaing , dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat 

di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syaratlkriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan. 

d. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang 

atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 

evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau Jasa, 

sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat 

serta bagi masyarakat luas pada umurnnya. 
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e. Bertanggungjawab, mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta 

ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai. 

Secara urn urn aktivitas pengadaan barang dan jasa diatur pemerintah melalui 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dinas Pertanian dan Petemakan 

Kabupaten Lamandau sudah mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran : 

"Di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ini segala proses 
dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa telah kita 
jalankan sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, terutama 
berkaitan dengan penyusunan rencana pengadaan telah mengacu 
pada kebijakan umum yang ada dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 
itu, mulai dari identifikasi dan ana/isis kebutuhan, methode 
pengadaan, Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Penetapan 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, penyusunan kerangka acuan 
kerjanya sampai dengan Penyusunan Rancangan Kontrak" 

Rencana pengadaan di Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten 

Lamandau dilakukan setelah Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang disampaikan oleh 

Sekretaris Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Lamandau pada tanggal 1 

Agustus 2014 yang menyampaikan bahwa : 

"Identifikasi dan ana/isis kebutuhan pada Dinas Pertanian, Peternakan 
dan Perikanan disusun mengacu pada Dafiar Perencanaan Anggaran 
(DP A) yang sudah di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Lamandau. Selanjutnya kami diperintahkan oleh 
Pengguna Anggaran (PA) membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) 
seperti yang sudah kami umumkan melalui aplikasi Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan saudara atau siapun juga 
bisa mengakses melalui website/portal Kabupaten Lamandau at au juga 
pada website Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). " 
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SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 

berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk 

mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengumumkan RUP-nya. 

SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP, memudahkan masyarakat 

dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Dari 

hasil wawancara dengan Bapak Anskatiad, SE selaku Direktur PT. Lamandau 

J aya pada tanggal 19 Agustus 2014, bahwa : 

"Adanya aplikasi SIRUP memudahkan kami dalam mengetahui paket 
pekerjaan yang akan di lelang oleh pemerintah sehingga ada waktu bagi 
kami untuk mempersiapkan dokumen kualifikasi serta teknis yang mungkin 
sesuai dengan yang dipersyaratkan nantinya " 

Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan juga menyampaikan 

bahwa: 

"Dalam penyusunan paket pekerjaan pada R UP mengikuti prinsif 
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan 
teknis serta membuat paket pekerjaan sebanyaknya sehingga usaha 
mikro atau pengusaha kecil dan koperasi dapat jatah pekerjaan juga 
asalkan sesuai dengan kemampuannya. " 

Dari hasil observasi informasi penyususnan RUP Dinas Pertanian 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau dapat dilihat dalam SIRUP pada 

Website Kabupaten Lamandau atau juga pada Website Lembaga Pengadaan 

Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Lamandau. 

80 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



Gambar4.3 

Tampilan RUP Distanakan Kabupaten Lamandau pada Aplikasi 
Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 
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Berdasarkan data RUP Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan jumlah 

paket pengadaan adalah 11 7 paket yang terdiri dari 84 paket pengadaan rnelalui 

pihak ketiga dan 33 paket dilakukan secara swakelola. 

Dari hasil informasi yang didapat dalarn wawancara dengan Sekretaris 

Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Larnandau bahwa: 

"Sistem pemilihan penyedia pengadaan barang dan dan jasa pada tahun 
2014 di Distanakan dilakukan melalui met ode pengadaan langsung untuk 
53 paket pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- , 
Pemilihan Langsung untuk 24 paket pekerjaan konstruksi dan Pelelangan 
sederhana untuk 7 paket pekerjaan pengadaan barang dengan nilai di atas 
Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- serta 33 paket 
pekerjaan melalui swakelola. " 
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Dari hasil Observasi informasi di Dinas Pertanian dan Petemakan, Pejabat 

Pembuat Komitmen di rangkap langsung oleh Kepala Dinas Pertanian. Petemakan 

dan Perikanan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan 

Petemakan dalam wawancara pada tanggal 19 Agustus 2014 : 

"Mengingat keterbatasan pegawai kami yang memiliki sertifikat 
pengadaan barang dan jasa serta besarnya tanggung jawab seorang P P K, 
untuk tahun ini jabatan P P K /angsung saya rangkap. " 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan 

Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor 825/401NI/2014 tanggal 04 Juni 

2014, PPK di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan dibantu oleh tim 

pendukung kegiatan yang terdiri dari 11 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK) dan 15 orang Pembantu Kegiatan. 

Dalam tugasnya PPK dibantu Tim Pendukung menyusun dan menetapkan 

rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seperti apa yang di sampaikan oleh 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu: 

"Biasanya untuk menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa, RAB, 
HPS sampai dengan proses pembayaran merupakan pekerjaan kami 
dengan arahan dari PPK." 

Pemyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Petemakan 

dan Perikanan melalui petikan wawancara berikut : 

"Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengadaan yang begitu banyak 
saya dibantu oleh PPTK baik itu dalam penyusunan spesifikasi teknis 
barang/jasa, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS), membuat jadwal rencana pengadaan, kerangka 
acuan kerja, rancangan kontrak dan sebagainya sampai dengan 
pelaporanpun dibantu oleh PPTK." 

Dari hasil observasi pada Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau, kewenangan pejabat pengadaan barang dan jasa dalam 
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pemilihan cal on penyedia Pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket pekerjaan 

sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau hanya untuk proses pengadaan 

langsung. Sedangkan untuk nilai pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- dilaksanakan 

oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau. 

Seperti apa yang disampaikan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 

Lingkungan Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan berikut : 

"Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 
188. 451 405/Xll/HUK/20 12 tentang penetapan personil dan Sekretariat 
ULP Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, bahwa kewenangan Unit 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah memilih penyedia untuk 
paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- atau Pelelangan sederhana, 
Pemilihan langsung, pelelangan umum atau juga seleksi sederhana dan 
seleksi umum untuk jasa konsultan. Dengan demikian untuk paket 
pekerjaan Rp. 200. 000. 000,- merupakan kewenangan pejabat 
pengadaan. " 

Proses pemilihan calon penyedia dengan mekanisme pengadaan langsung 

dilakukan dengan terlebih dahulu pejabat pengadaan mengadakan survey harga 

barang/teknis terhadap pasar atau juga dengan beberapa penyedia yang memiliki 

kualifikasi teknis terhadap pekerjaan yang akan dilakukan seperti apa yang 

disampaikan dalam petikan wawancara dengan pejabat pengadaan barang danjasa 

berikut ini : 

"Setelah menerima surat permohonan pengadaan barang atau jasa dari 
P P K saya melakukan penjadwalan proses pengadaan langsung sebagai 
pedoman dalam memperkirakan lamanya proses pengadaan. 
Selanjutnya saya melalukan survey harga di pasarltoko ataupun melalui 
website untuk mengetahui harga dasar barang ditambah transportasi, 
bongkar muat dan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% serta tentunya 
keuntungan pekerjaan yang nilainya maksimal 15 %. " 
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Penilaian kualifikasi calon penyedia oleh pejabat pengadaan untuk 

pengadaan barang berbeda dengan pengadaan jasa konstruksi, seperti yang 

disampaikan oleh pejabat pengadaan berikut ini: 

"Penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung menggunakan 
pascakualifikasi sedangkan pada pengadaan jasa konstruksi menggunakan 
prakualifikasi. '·' 

Penilaian kualifi.kasi metode pascakualifi.kasi artinya bahwa calon 

penyedia memasukan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dalam satu 

amplop pada waktu yang bersamaan atau sebelum proses pembukaan penawaran. 

Sedangkan metode prakualifikasi adalah memasukan dokumen penawaran setelah 

sebelumnya dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi 

dengan hasil memenuhi syarat kualifikasi. 

Pemilihan calon penyedia pengadaan barang jasa di Dinas Pertanian 

Petemakan dan Perikanan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau yang mengatakan : 

"Saya tidak bisa langsung main tunjuk siapa rekanan kami .. siapapun 
punya hak untuk melaksanakan setiap pekerjaan asalkan dia sudah 
ditetapkan menjadi pemenang lelang . . . Pemilihan cal on penyedia barang 
dan jasa sepenuhnya dilakukan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan 
Barang dan Jasa. " 

Pemyataan senada disampaikan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 

yang mengatakan : 

"Pemenang lelang adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi teknis 
yang dipersyaratkan serta memiliki penawaran harga terbaik atau 
terendah dari yang lain Kualifikasi calon penyedia sudah memenuhi 
persyaratan atau belum ditentukan oleh hasil evaluasi. Evaluasi 
dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
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Presiden nomor 70 tahun Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKP P) nomor 14 tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 
2012." 

Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil 

evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang 

lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen 

penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. 

Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerjalkualitas 

barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang hams dibayarkan, juga dapat 

menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan 

administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan 

kualifikasi penyedia. 

Berdasarkan hasil survey terhadap spesifikasi dan harga barang, pejabat 

pengadaan mengundang beberapa calon penyedia, biasanya 2 (dua) perusahaan 

untuk mengajukan penawaran harga terhadap barang-barang yang dipersyaratkan. 

Penggunaan dan penyerapan anggaran di Dinas Pertanian Petemakan dan 

Perikanan Kabupaten Lamandau dibagi dalam empat triwulan kegiatan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan pada 

wawancara tanggal15 Agustus 2013, yang menjelaskan: 

" Di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan ini seperti halnya 
dinas/badan yang lain penggunaan dan penyerapan anggaran dalam 
satu tahun anggaran itu terbagi dalam empat triwulan. Pada tahun 
2013 anggaran dalam satu tahun anggaran untuk Dinas Pertanian 
Petemakan dan Perikanan realisasinya mencapai angka Rp. 
28.056.218.298 yang dibagi dalam empat triwulan." 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan dan data yang diperoleh dari Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan maka pembagian dana dalam tahun anggaran 

2013 sebagai berikut: 

No 

1 

2 

3 

4 

Tabel4.7 
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau Tahun 2013 

Realisasi Keuangan 

Triwulan 
Belanja Belanja Langsung Total 

Tidak Langsung (Rp) (Rp) 
(Rp) 

I 412.918.455 316.032.506 728.950.961 

II 923.336.667 2.745.102.255 3. 668.438.922 

III 1.575.034.220 6.142.723.920 7.717.758.140 

IV 2.144.468.802 13.796.601.473 15.941.070.275 

Jumlah 5.055.758.144 23.000.460.154 28.056.218.298 

Sumber: Data olahan dari data Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan 
BAPPEDA Kabupaten Lamandau 

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Dinas Pertanian Petemakan 

dan Perikanan pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan belanja 

langsung dan belanja tidak langsung, pada tahun 2013 seperti yang ditampilkan 

pada tabel 4. 7 belanja tidak langsung Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

mencapai Rp. 5.055.758.144 sedangkan belanja langsung Rp. 23.000.460.154 

sehingga jumlah realisasi dana dalam tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 

28.056.218.298 hal ini selaras dengan ungkapan yang dikatakan oleh Kepala 

Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan pada wawancara di atas. 
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Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada implementasi 

Perpres No. 70 Tahun 2014 di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan memang 

mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya, hal ini selaras dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau pada wawancara tanggal 15 Agustus 2014 yaitu: 

"Implementasi Perpres 70 Tahun 2012 ini memang belum berjalan 
dengan baik, masih banyak kendala dalam proses pelaksanaannya, 
karena terbatasnya pegawai kami yang berserti.fikat pengadaan serta 
tidak lancarnya internet akibatnya kami kesulitan dalam menyusun 
spesi.fikasi teknis dan harga perkiraan sendiri untuk barang-barang 
yang tidak umum serta beredar secara luas seperti contohnya obat
obatan." 

Selaras dengan ungkapan kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan, 

Ketua panitia penerima hasil pekeijaan membenarkan hal tersebut, beliau 

mengungkapkan: 

" fa memang benar yang disampaikan oleh pak Kadis, soalnya 
pekerjaan yang kami terima yang telah dilaksanakan oleh pihak 
penyedia jasa kadang masih ada yang kurang dan bermasalah, baik di 
waktu pemenuhan pekerjaan maupun pada kualitas hasil pekerjaan ". 

Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. Lamandau Jaya diketahui 
bahwa permasalah yang sering mereka temukan adalah pada saat 
pelaksanaan pekeijaan seperti apa yang disampaikan berikut : 

"Spesi.fikasi pekerjaan sering berubah pada saat pekerjaan sudah 
berjalan padahal kami sebagai pelaksana pekerjaan sudah 
menghitung kebutuhan bahan, tenaga serta waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. " 

Ketika dikonfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
menambahkan bahwa : 

" Spesifikasi pekerjaan bisa saja mengalami perubahan dalam 
perjalanannya untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
lingkungan serta tujuan pemanfaatan pekerjaan tersebut, namun 
perubahan terse but tidak melebihi 10 % dari pagu kontrak. Namun 
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demikian adanya perubahan ini menandakan bahwa perencanaan 
pengadaan tidak dilakukan secara tepat" 

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Implementasi Perpres 70 tahun 2012 di Dinas Pertanian Petemakan 

dan Perikanan belum bisa dijalankan oleh para pihak pelaksana pengadaan barang 

danjasa dengan baik. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi lmplementasi Perpres No. 70 Tahun 
2012 dalam pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian, Peternakan 
dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

Sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak manapun 

pastinya tidak akan pemah terlepas dari yang namanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang 

menghambat proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Apalagi dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan dari pemerintah baik daerah maupun 

pusat. Hal yang baru kemudian harus dilaksanakan memang merupakan hal yang 

sulit. 

Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan dalam wawancara 

tanggal 15 Agustus 2014 menjelaskan juga bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi Perpres No.70 Tahun 2012 yaitu: 

"Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Distanakan, 
dipengaruhi beberapa hal seperti ketersediaan sarana pendukung 
internet, jumlah pegawai yang bersertifikasi, sikap pegawai dalam 
melaksanakan tugas, kemampuan para penyedia barang dan jasa 
dalam memahami aplikasi pengadaan, kemampuan pegawai dalam 
memahami Perpres 70 Tahun 2012, keter/ambatan turunnya juknis 
DAK." 
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Berdasarkan hasil observasi di Dinas pertanian Petemakan dan Perikanan di 

ketahui jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa ada 5 

orang, namun yang masih berlaku hanya 3 orang. Dari hasil wawancara dengan 

Sekretaris Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

" Soal-soal dalam ujian sertifikasi sangat sulit dipahami .. makanya 
yang lulus sertifikasi itu orangnya sedikit, disamping memang ada 
keengganan dari beberapa ternan untuk terlibat dalam proses 
pengadaan. Coba kita lihat berita di TV hampir setiap hari topiknya 
ditemukan adanya indikasi KKN dalam proses pengadaan barang .. 
jadinya orang-orang pada takut kalau tersandung masalah. " 

Pemyataan senada disampaikan oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan : 

Tanggung jawab dan resiko menjadi pelaksana teknis kegiatan 
sangat besar sementara honor yang diterima tidak seberapa, kalau 
boleh memilih lebih baik tidak menjadi P PTK" 

Adapun yang dikemukan oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

kalau dirangkum selaras dengan teori George C. Edward III dalam Winarto 

(2002:155), yang menjelaskan ada empat faktor yang merupakan syarat utama 

keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, 

disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat 

faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. 

Dari informasi yang didapat dari para informan bahwa kendala dalam 

pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih terbatas 

baik dari kualitas maupun kuantitas. 
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2. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/ J asa. 

3. Kurangnya panitia pengadaan yang berpengalaman. 

4. Keengganan menjadi pejabat pengadaan barang danjasa. 

5. Kesulitan dalam menyusun kerangka acuan kerja. 

6. Kesulitan dalam menyusun spesifikasi barang dan harga perkiraan sendiri 

(HPS). 

7. Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa mengambil tindakan. 

8. Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DP A. 

9. Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pengadaan barang/jasa, 

10. Keterlambatan penerbitan SK pengelola kegiatan, 

11. Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan adanya 

kebiasaan menunda pekerjaan, tidak displin dan lain-lain. 

C. Pembahasan 

1. lmplementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2014 dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Lamandau 

Realisasi penyerapan anggaran di Dinas Pertanian Petemakan Kabupaten 

Lamandau pada tahun 2013 pada awal tahun sampai dengan mendekati akhir 

tahun berjalan lambat kemudian naik pesat pada akhir tahun. Hal ini dapat kita 

lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel4.7 
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau Tahun 2013 
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Realisasi Keuangan 

No Triwulan Belanja Belanja Langsung Total 
Tidak Langsung (Rp) (Rp) 

(Rp) 

1 I 412.918.455 316.032.506 728.950.961 

2 II 923.336.667 2.745.102.255 3.668.438.922 

3 III 1.575.034.220 6.142.723.920 7. 717. 7 58.140 

4 IV 2.144.468.802 13.796.601.473 15.941.070.275 

Jumlah 5.055.758.144 23.000.460.154 28.056.218.298 

Sumber: Data olahan dari data Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan 
BAP P EDA Kabupaten Lamandau 

Bila mana kita lihat dari tabel diatas pada triwulan I penyerapan anggaran sangat 

sedikit dan baru mencapai pada angka peningkatan dan kondisi penuh pada 

triwulan ke IV. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan ketidakseimbangan 

antara waktu yang tersedia dengan target fisik (belanja modal) yang harus 

dikejar serta akan mengakibatkan rendahnya mutu peketjaan (Mustofa Kemal, 

2012), seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan 

Perikanan yang mengatakan bahwa: 

"Pada triwulan IV yang pelaksanaannya pada akhir tahun tentunya agak 
sulit, karena selain pekerjaan harus selesai, pihak pelaksanapun dikejar 
oleh pelaporan yang harus selesai pada akhir tahun untuk semua 
kegiatan yang ada". 

Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan melalui suatu hasil analisis peneliti 

akhimya memberikan suatu kesimpulan bahwa lambatnya pelaksanaan 

penyerapan anggaran di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan di lihat dari 

sisi proses pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya 
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manusia yang mempunyai kompetensi dalam proses pengadaan barang/jasa 

Kompetensi aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan hanya 

diukur dari kepemilikan sertifikat pengadaan barang jasa saja, akan tetapi harus 

mempunyai kemampuan dalam penyusunan rencana pengadaan yang di 

dalamnya meliputi : 

a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa 

Ini adalah hal yang krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses 

pengadaan barang/jasa. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus 

memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. 

Yang menjadi permasalahan adalah luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa 

dan dibandingkan dengan ruang lingkup pengetahuan seorang pelaksana teknis 

kegiatan misalkan saja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Seorang PPK harus 

memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekeijaan konstruksi, jasa 

konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung di balik tim 

teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK 

tidak bisa berlindung di balik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekeijaan 

konstruksi. W alaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan 

kepada ahlinya, namun pokok pikiran serta inti dari spesifikasi tetap hams 

dipahami oleh PPK. PPK tidak boleh berucap "Saya lulusan sosial, jadi tidak 

paham bangunan". Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka 

oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Di sini 

dituntut keluasan pengetahuan dan pengalaman dari seorang PPK. 

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
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Kasus yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah 

kasus mark-up dan salah satu penyebabnya terletak pada penyusunan HPS. 

Menyusun HPS membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami 

karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui 

sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda 

dengan harga distributor apalagi harga pasar. Juga perhitungan harga semen serta 

batu kali dan besi beton akan mempengaruhi total harga secara keseluruhan. 

Yang paling sering terjadi, entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuan, 

PPTK ataupun PPK menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa 

yang dipastikan akan melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh 

keuntungan pribadi atau kelompok. PPK langsung mengambil harga tersebut 

tanpa melakukan check and recheck lagi. Akibatnya, pada saat pengadaan selesai 

dan dilakukan pemeriksanaan oleh aparat hukum, ditemukan mark-up harga yang 

mengakibatkan kerugian negara. Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan keinginan 

kerja cepat dan tidak teliti menjerumuskan aparatur pelaksana ke ranah hukum. 

c. Rancangan kontrak 

Kontrak merupakan ikatan utama antara penyedia dengan PPK. Draft kontrak 

seyogyanya berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyedia sebelum 

memasukan penawaran. Karena dari draft kontrak inilah akan terlihat ruang 

lingkup pekerjaan, tahapan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai 

pekerjaan, bagaimana proses pemeriksaan dan serah terima, serta hal-hal lain yang 

dapat mempengaruhi nilai penawaran penyedia. Draft kontrak bukan sekedar 

lembaran-lembaran kertas. Ada beberapa jenis kontrak yang hams diketahui dan 
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dipahami oleh PPK. Apa dan kapan harus menggunakan kontrak lumpsum, 

kontrak harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak persentase, 

kontrak terima jadi, kontrak tahun tunggal, kontrak tahun jamak, kontrak 

pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama, kontrak payung (framework 

contract), kontrak pengadaan pekeijaan tunggal, dan kontrak pengadaan 

pekeijaan terintegrasi. Itu baru dari sisi jenis kontraknya. Belum membahas 

mengena1 syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Perlakuan 

terhadap pekeijaan yang bersifat kritis juga harus berbeda dengan perlakukan 

pekeijaan rutin. Bahkan untuk pekeijaan yang dilaksanakan menjelang akhir 

tahun anggaran harus memperhatikan klausul denda. 

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Peternakan 

Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DP A, umumnya hal ini teijadi 

pada kegiatan yang bergantung kepada siklus musim hujan, contohnya adalah 

kegiatan penyaluran bibit tanaman yang bergantung kepada musim hujan. Akhir-

akhir ini siklus musim penghujan sulit untuk diprediksi sehingga kegiatan 

penanaman menjadi terhambat. 

2. Faktor-Faktor/Kendala-Kendala yang Mempengaruhi implementasi 
Perpres Nomor 70 Tahun 2014 dalam Pengadaan Barang dan Jasa di 
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

Dari analisis hasil penelitian yang sudah dipaparkan dan dijelaskan di atas, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi Perpres no. 70 Tahun 2012 pada kegiatan pengadaan barang dan 

jasa di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. Faktor 

utamanya, yaitu: 
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a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam 

hal apapun. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian 

Petemakan dan Perikanan masih di temukan minimnya komunikasi antara atasan 

dan bawahan maupun antara para pelaksana pengadaan barang dan jasa itu 

sendiri. Karena dalam sebuah kegiatan perlunya penjelasan mengenai kegiatan itu, 

dan perlunya komunikasi dari bawahan bilamana ada kejanggalan dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik, 

implementor akan dapat menertejemahkan kebijakan yang ada dengan tepat, 

akurat dan konsisten. Sebaliknya jika pemberian informasi kurang jelas, maka 

akan menimbulkan kesalahan pelaksanaannya. Peneliti melihat bahwa 

komunikasi di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan perlu ditingkatkan, hal 

ini juga selaras dengan ungkapan Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan 

Perikanan pada wawamcara tanggal 15 Agustus 2014 yang mengatakan: 

"kadang pihak pelaksana jarang melakukan komunikasi juga kepada 
saya, sehingga saya kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kegiatan terse but". 

b. Sumberdaya 

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang 

diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara 

mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam 

implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan 

dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-

undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-
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peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Sumber Daya penunjang kegiatan 

pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti masih 

kurang. 

c. Disposisi 

Disposisi/Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi. Jika 

pelaksana didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan 

dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan peneliti, terhadap tindakan pelaksana kegiatan, peneliti 

meihat sikap ini kadang yang membuat orang-peroranga saling bertolak belakang 

dalam pelaksanaan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Sehingga hasilnya 

kadang kurang baik dan tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan 

dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks 

yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Maka diperlukan 

struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Dari pengamatan yang dilakukan, 

peneliti melihat bahwa struktur organisasi disini masih memberikan pengaruh 

yang positif dalam pelaksanaan kegiatan, karena struktur pengawasannya cukup 

jelas dan tidak berbelit-belit. Hal ini terlihat adanya panitia, baik pelaksanaan 

maupun penenma, PPTK, adanya pejabat pengadaan, yang dijabatkan tidak 

hanya pada satu orang, sehingga ada kontrol yang baik. 

96 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



Selain beberpa faktor diatas secara rinci dari informasi yang didapat dari 

para informen bahwa kendala dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenat proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari penyedia barang dan jasa. 

Pengetahuan memang sangat diperlukan, bagaimana seorang akan melakukan 

suatu hal dengan baik bilamana pengetahuannya mengenai hal yang ingin 

dilakukan itu sangat minim, apalagi sampai tidak ada sama sekali. Begitu 

juga halnya yang teijadi di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan masih 

ada mereka yang belum memahami persyaratan peserta lelang Sehingga 

terjadilah lelang gagal atau molomya waktu penyelesaian pekerjaan. 

2. Sumber Daya Manusia yang menjadi penyedia barang/jasa masih terbatas 

baik dari kualitas maupun kuantitas. 

Keterbatasan manusia yang mempunyai kualitas dan kuantitas SDM dalam 

kegiatan pelaksaan barang dan jasa ini. Ini akan menghambat waktu 

penyelesaian pekerjaan ataupun dalam proses administrasi pembayaran. 

3. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. Persaingan yang terjadi terjadi dalam perebutan paket 

pekerjaan dengan cara-cara tertentu misalkan mengintimidasi perusahaan 

saingannya untuk mundur dari persaingan ataupun juga terhadap pejabat 

pengadaan atau panitia pengadaan agar memenangkan perusahaannya. 
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3. Beberapa Cara yang Dilakukan Dinas Pertanian, Peternakan dan 
Perikanan Guna Menatasi Faktor-Faktor yang Menghambat 
Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2014 dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Berdasarkan basil wawancara dengan imformen yang terlibat langsung 

dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan 

Kabupatel Lamandau dan juga pihak kotraktor pelaksana bahwa upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat kegiatan pengadaan barang 

dan jasa ini sebagai berikut: 

a. Pengendalian Barang/Jasa dilakukan dengan cara: 

1) Larangan bagi pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan untuk tidak 

melakukan pungutan dalam bentuk apapun bagi pelaksana Pengadaan 

Barang/ J asa. 

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Yudah Sulasopli, SP dalam 

wawancara tanggal 15 Agustus 2014 mengatakan: 

"Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan telah 
mengumumkan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun 
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini" 

2) Kewajiban bagi pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan untuk 

melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas 

selaku Pengguna Anggaran!Pejabat Pembuat Komitmen. 

Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan ketika ditemuai oleh peneliti 

dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2014, beliau mengatakan bahwa: 

"Wajib bagi para pegawai memberikan laporan secara berkala 
berkaitan dengan kegiatan tersebut, mengingat tanggung jawab 
pekerjaan adalah pada PPK". 
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b. Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan 

untuk mendukung usaha pemerintahan guna meningkatkan aparatur negara, 

mewujudkan aparatur yang profesional, memberantas penyalah gunaan 

wewenang dan praktik KKN, menegakkan peraturan yang berlaku dan 

mengamankan keuangan negara. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan dengan cara: 

1 ). Pengawasan terhadap PPK dan Panitia Pengadaan. 

2). Pemeriksaan (audit) oleh aparat pengawasan intern 

c. Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun pihak Penyedia 

Barang/Jasa terhadap proses pemilihan penyedia Barang/Jasa apabila 

menemukan: 

1 ). lndikasi penyimpangan prosedur 

2). KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pelanggaran persaingan sehat Pengaduan yang diajukan kepada Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) pada masing-masing kepala Lembaga 

harus disertai dengan barang bukti kuat yang terkait dengan adanya kecurangan 

dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Dengan prinsip tersebut diharapkan 

pelaksana pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapar berjalan dengan baik tanpa 

adanya praktik KKN sehingga pada gilirannya dapat meninggkatkan persaingan 

yang sehat antara penyedia Barang/Jasa. 

d. Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/ J asa dimaksudkan untuk 

mendukung usaha pemerintahan guna meningkatkan kemampuan aparatur 

negara, mewujudkan aparatur yang profesional, memberantas penyalah gunaan 
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wewenang dan praktik KKN, menegakkan peraturan yang berlaku dan 

mengamankan keuangan negara. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan dengan cara: 

1 ). Pengawasan terhadap PPTK dan Panitia Pengadaan. 

2).Pemeriksaan (audit) oleh aparat pengawasan intern 

Selain beberapa hal diatas maka yang perlu dilakukan oleh pihak Dinas 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan untuk mengatasi beberapa kendala 

penghambat di atas adalah: 

1. Menjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, serta antara 

pelaksana pengadaan barang I jasa denga pihak penyedia. 

2. Memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada pegawai, 

terutama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar 

mereka bisa lebih profesional. 

3. Mengevaluasi kembali semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan 

mengadakan tindaklanjut atas kegiatan yang ada. 

4. Menjaga sikap yang positif antar sesama pegawai maupun pelaksana 

kegiatan. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bah sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan pelaksanaan penyerapan 

anggaran mengalami keterlambatan, di lihat dari sisi proses pengadaan 

barang dan jasa, hal ini merupakan sebuah permasalahan tersendiri untuk 

dinas, karena segala kegiatan yang dilakukan yang pastinya ada batas 

waktunya dan selesai dalam satu tahun anggaran berjalan. Keterlambatan 

yang kerap kali terjadi bisa menjadi problem ketika adanya pemeriksaan dan 

efektifitas pelaksanaan pekerjaanpun tentunya kurang berjalan dengan baik. 

Kondisi ini tentu saja menjadi tanggung jawab seorang pimpinan atau 

pengguna anggaran untuk mengatur serta memerintahkan kepada bawahan 

agar implementasi ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang 

dan jasa dapat berlangsung sesuai dengan tujuan dari diterbitkannya 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan 

kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa 

pemerintah, sehingga segala kegiatan yang telah diprogramkan dapat berjalan 

denga baik. 
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2. Faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan barang dan jasa di Dinas 

Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 

Dari analisis hasil penelitian yang sudah dipaparkan dan dijelaskan di atas, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi Perpres no. 70 Tahun 2012 pada kegiatan pengadaan barang dan 

jasa di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. Faktor 

utamanya, yaitu: 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar dalam hal apapun. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di 

Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan masih di temukan minirnnya 

komunikasi antara atasan dan bawahan maupun antara para pelaksana pengadaan 

barang dan jasa itu sendiri. Karena dalam sebuah kegiatan perlunya penjelasan 

mengenai kegiatan itu, dan perlunya komunikasi dari bawahan bilamana ada 

kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya komunikasi 

yang baik, implementor akan dapat menertejemahkan kebijakan yang ada dengan 

tepat, akurat dan konsisten. Sebaliknya jika pemberian informasi kurang jelas, 

maka akan menimbulkan kesalahan pelaksanaannya. 

b. Sumberdaya 

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang 

diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara 

mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam 

implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan 
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dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang

undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan

peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Sumber Daya penunjang kegiatan 

pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti masih 

kurang. 

c. Disposisi 

Disposisi/Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi. Jika 

pelaksana didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan 

dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan peneliti, terhadap tindakan pelaksana kegiatan, peneliti 

meihat sikap ini kadang yang membuat orang-peroranga saling bertolak belakang 

dalam pelaksanaan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Sehingga hasilnya 

kadang kurang baik dan tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan 

dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks 

yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Maka diperlukan 

struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Dari pengamatan yang dilakukan, 

peneliti melihat bahwa struktur organisasi disini masih memberikan pengaruh 

yang positif dalam pelaksanaan kegiatan, karena struktur pengawasannya cukup 

jelas dan tidak berbelit-belit. Hal ini terlihat adanya panitia, baik pelaksanaan 
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maupun penerima, PPTK, adanya pejabat pengadaan, yang dijabatkan tidak hanya 

pada sat orang, sehingga ada kontrol yang baik. 

Selain beberapa faktor diatas ada beberapa faktor lain yang menghambat 

pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: 

1) Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengena1 proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 

Pengetahuan memang sangat diperlukan, bagaimana seorang akan melakukan 

suatu hal dengan baik bilamana pengetahuannya mengenai hal yang ingin 

dilakukan itu sangat minim, apalagi sampai tidak ada sama sekali. Begitu 

juga halnya yang terjadi di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan masih 

ada mereka yang diberikan tugas dalam bidang pengadaan barang dan jasa 

ini, namun pengetahuannya masih kurang. Sehingga terjadilah kesulitan 

dalam pelaksanaanya. 

2) Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 

Keterbatasan manusia yang mempunyai kualitas dan kuantitas SDM dalam 

kegiatan pelaksaan barang dan jasa ini. Ini akan memnghambat terutama 

dalam proses administrasinya. 

3) Masih sering terjadi upaya-upaya persamgan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 

Persaingan yang terjadi terjadi dalam perebutan kedudukan dalam pengadaan 

barang dan jasa ini. Sehingga karena persaingan itu ada niat ingin selalu 
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menjatuhkan. Hal ini sangat menghambat kinerja dari seseorang yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. 

4) Kurangnya panitia pengadaan yang berpengalaman. 

Kurangnya panitia yang berpengalaman juga menjadi kendala tersendiri, 

misalnya dalam pelaksanaan otomatis hanya akan ada satu atau dua orang 

yang dengan maksimal bekerja dan hal ini akan menimbulkan kecemburuan 

so sial. 

5) Keengganan menjadi pejabat pengadaan barang danjasa. 

Banyaknya kasus yang melibatkan banyak pejabat yang di tangkap pihak 

berwenang dikamakan penyalahgunaan dana dan ketatnya pengawasan dalam 

pelaksanaan pengadaan barang dan jaa akhimya ban yak membuat orang takut 

duduk pada jabatan ini, walau sebenamya orang tersebut punya kemampuan 

dalam hal tersebut. 

6) Kesulitan dalam menyusun kerangka acuan kerja. 

7) Kesulitan dalam menyusun spesifikasi barang dan harga perkiraan sendiri 

(HPS). 

8) Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa mengambil tindakan. 

9) Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DIP A. 

1 0) Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pengadaan barang/jasa, 

11) Keterlambatan penerbitan SK pengelola kegiatan, 

12) Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan adanya 

kebiasaan menunda pekerjaan, tidak displin dan lain-lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari basil penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat 

memperbaiki ataupun menyempumakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau masa datang. 

Saran-saran dimaksud adalah: 

1. Perlunya kajian yang lebih mendalam penyebab rendahnya penyerapan 

anggaran pada Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan apakah memang 

proses pengadaan barang danjasa berpengaruh secara nyata. 

2. Memotivasi aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan 

pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012, guna 

memberikan pemahaman bagi pelaksana dan penyedia barang dan jasa di 

Dinas/Badan yang ada di Kabupaten Lamandau. 

3. Adanya regulasi yangjelas untuk melindungi para pelaksana pengadaan barang 

dan jasa dari tindakan melawan hukum sesuai tugas fungsinya masing-masing. 

4. Para pelaksana pengadaan barang dan jasa diberikan penghargaan atau honor 

yang setimpal dengan beban pekerjaan yang mereka hadapi. 

5. Hendaknya dijalin komunikasi yang baik, di dalam Dinas Pertanian Petemakan 

dan Perikanan antara para pegawai. 

6. Menumbuhkan sikap yang positif antara yang satu dan yang lain dalam 

bekerja. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Pedoman Wawancaca 

DAFTAR PERT ANY AAN WA W ANCARA 

Untuk Panitialpejabat Pengada Barang dan Jasa 

1. Apakah saudara tau/mengerti apa tugas dan tanggung jawab saudara, 

(sebagai panitia pengadaan barang danjasa!PPTK/panitia penerima hasil 

pekerjaan)? 

2. Bagaimanakah proses dan tahapan, pengadaan barang dan jasa di Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan? 

3. Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah beijalan 

dengan baik? 

4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung 

proses penyedian barang dan jasa dilingkungan Dinas Pertanian 

Petemakan dan Perikanan? 

5. Apakah proses pengadaan barang dan jasa tersebut sudah sesuai atau 

belum dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012? 

6. Sejauhmana dukung atasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa ini? 
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Untuk Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan 

1. Apakah ada fakta integeritas dalam proses pengadaan barang danjasa? 

2. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan 

pengadaan barang danjasa? 

3. Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam 

keahliaan pengadaan barang danjasa? 

4. Bagaimana proses evaluasi yang bapak lakukan dalam pelaksanaa 

pengadaan barang dan j asa ini? 

5. Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah berjalan 

dengan baik? 

6. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung 

proses penyedian barang danjasa ini? 

7. Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum 

proses penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian 

Petemakan dan Perikanan? 
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Lampiran 2: Transkrip Wawancara 

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumber/Informent 

Nara somber :1 

1. Nama . Ir. Sunarto, MAP . 

2. Jenis Kelamin . Laki-Laki . 

3. Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Peternakan 
dan Perikanan 

4. Tanggal Wawancara . 15 Agustus 2014 . 

T: Apakah ada fakta integeritas dalam proses pengadaan barang danjasa? 

J: Y a, fakta integeritas dibuat saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

T: Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa? 

J: Ia, struktur organisasi dibuat guna memudahkan pengawasan dari kegiatan 
tersebut, baik terhadap pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, maupun 
penerima basil pekerjaan. 

T: Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam keahliaan 
pengadaan barang dan j asa? 

J: Kami, selalu mengusahakan pembinaan SDM ini, baik melalui pelatihan dan 
kami juga mencoba kedepannya agar ada staf khusus yang mempunyai 
sertifikat dalam pengadaan barang dan jasa ini .. 
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T : Bagaimana proses evaluasi yang bapak lakukan dalam pelaksanaa pengadaan 
barang dan j asa ini? 

J: Evaluasi dilakukan secara terns menerus, karena perlu pemantauan terhadap 
pekerjaan yang dilakukan. 

T: Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah berjalan 
dengan baik? 

J : Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, kendatipun proses 
pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan. 

T : Apa saja fak:tor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung proses 
penyedian barang dan jasa ini? 

J: Faktor pendukung dalam penyediaan barang danjasa: 
1. Adanya komunikasi yang jelas dari atasan kepada bawahan, dalam 

menyususn perencanaan pengadaan barang dan jasa. 
2. Adanya dukungan dari pemimpin kepada pelaksanaan penyediaan 

barang dan jasa. 
Faktor penghambat dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 
a. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
b. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 
c. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 

T: Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum proses 
penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian Petemakan 

J: dan Perikanan? 
"Di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan ini segala proses dan 

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa telah kita jalankan sesuai 
dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, terutama berkaitan dengan 
penyusunan rencana pengadaan kita telah mengacu pada kebijakan 
umum yang ada dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 itu, mulai dari 
identifikasi dan analisis kebutuhan sampai pada penyusunan kerangka 
acuan kerjanya." 
Kalau 100% masih bel urn tercapai angka terse but, tapi semua kami jalankan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
Namun demikian "Implementasi Perpres 70 Tahun 2012 ini memang 
belum berjalan dengan baik, masih banyak kendala dalam proses 
pelaksanaannya, karena masih banyak yang tidak sesuai dengan juknis 
Perpres 70 tahun 2012, terutama dalam proses pelaksanaan dan 
pelaporannya." 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara sumber :2 

3. Nama . B. Yudah Sulasopli, SP . 

2. Jabatan : Pejabat Pengadaan Dinas Pertanian 
Peternakan dan Perikanan 

3. Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2014 

T: Apakah saudara tau/mengerti apa tugas dan tanggungjawab saudara, (sebagai 
panitia pengadaan barang dan jasa/PPTK/panitia penerima hasil pekerjaan)? 

J : Y a pastinya saya mengetilah, karena itu sudah merupakan tugas saya. 

T: Bagaimanakah proses dan tahapan, pengadaan Barang danjasa dilaksanakan? 
J: Tahapan dan proses dijalankan sesuai juknis yang ada. " Di Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan ini seperti halnya dinas/badan 
yang lain penggunaan dan penyerapan anggaran dalam satu tahun 
anggaran itu terbagi dalam empat triwulan. Pada tahun 2013 anggaran 
dalam satu tahun anggaran untuk Dinas Pertanian Petemakan dan 
Perikanan realisasinya mencapai angka Rp. 28.056.218.298 yang 
dibagi dalam empat triwulan." 

T: Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam keahliaan 
pengadaan barang dan j asa? 
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J : Atasan selalu memberi kesempatan kepada kamu untuk mengikuti pelatihan 
pengadaan barang danjasa serta mengikuti ujian sertifikasi bagi pegawai 
yang belum memiliki sertifikat. 

T: Sejauhmana dukung atasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
ini? 

J : Atasan selalu mendukung apa yang pekeijaan dilakukan, namun beliau juga 
selalu memantaunya. 

T: Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah beijalan 
dengan baik? 

J : Kalau menurut saya sudah beijalan dengan baik, kendatipun proses 
pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan. 

T: Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung proses 
penyedian barang danjasa ini? 

J: Faktor pendukung dalam penyediaan barang danjasa: 
1. Adanya komunikasi yang jelas dari atasan kepada bawahan, dalam 

menyususn perencanaan pengadaan barang dan jasa. 
2. Adanya dukungan dari pemimpin kepada pelaksanaan penyediaan barang 

danjasa. 
Faktor penghambat dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 
d. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
e. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 
f. Masih sering teijadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 

T: Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum proses 
penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian Petemakan 

J : dan Perikanan? 
Kalau 100% masih bel urn tercapai angka terse but, tapi semua kami jalankan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara somber :3 

1. Nama . Rofina S, S.Pi . 

4. Jabatan . PPTK . 

5. Tanggal Wawancara . 15 Agustus 2014 . 

T: Apakah saudara tau/mengerti apa tugas dan tanggungjawab saudara, (sebagai 
panitia pengadaan barang dan jasa/PPTK/panitia penerima hasil pekerjaan)? 

J: Y a pastinya saya mengetilah, karena itu sudah merupakan tugas saya. 

T: Bagaimanakah proses dan tahapan, pengadaan Barang danjasa dilaksanakan? 

J: Tahapan dan proses dijalankan sesuai juknis yang ada. 

T: Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam keahliaan 
pengadaan barang dan j asa? 

J: Atasan selalu memberi kesempatan kepada kamu untuk mengikuti pelatihan 
pengadaan barang danjasa serta mengikuti ujian sertifikasi bagi pegawai 
yang belum memiliki sertifikat. 

T: Sejauhmana dukung atasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
ini? 

J: Atasan selalu mendukung apa yang pekerjaan dilakukan, namun beliau juga 
selalu memantaunya. 

T: Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah berjalan 
dengan baik? 
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J : Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, kendatipun proses 
pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan. 

T : Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung proses 
penyedian barang danjasa ini? 

J: Faktor pendukung dalam penyediaan barang danjasa: 
1. Adanya komunikasi yang jelas dari atasan kepada bawahan, dalam 

menyususn perencanaan pengadaan barang dan jasa. 
2. Adanya dukungan dari pemimpin kepada pelaksanaan penyediaan barang 

danjasa. 
Faktor penghambat dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 
g. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
h. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 
1. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 
T: Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum proses 

penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian Petemakan 
J: dan Perikanan? 

Kalau 100% masih bel urn tercapai angka terse but, tapi semua kami jalankan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumber/Informent 

Nara sumber :4 

2. Nama : Hendra, S.Pt 

6. Jabatan : Ketua Panitia Penerimaan Hasil 
Pekerjaan 

7. Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2014 

T: Apakah saudara tau/mengerti apa tugas dan tanggungjawab saudara, (sebagai 
panitia pengadaan barang dan jasa!PPTK/panitia penerima hasil pekerjaan)? 

J: Y a pastinya saya mengetilah, karena itu sudah merupakan tugas saya. 

T: Bagaimanakah proses dan tahapan, pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan 

J: dan benarkan implementasi ini belum berjalan sesuai Perpres 70 tahun2012? 
Tahapan dan proses dijalankan sesuai juknis yang ada. " Ia memang 
benar yang diungkapkan oleh pak Kadis, soalnya pekerjaan yang kami 
terima yang telak dilaksanakan oleh pihak pelaksana kadang masih ada 
yang kurang dan bermasalah, baik dipelaporan maupun pada hasil 
pekerj aan". 

T: Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam keahliaan 
pengadaan barang dan j asa? 

J: Atasan selalu memberi kesempatan kepada kamu untuk mengikuti pelatihan 
pengadaan barang danjasa serta mengikuti ujian sertifikasi bagi pegawai 
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yang belum memiliki sertifikat. 

T: Sejauhmana dukung atasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
ini? 

J : Atasan selalu mendukung apa yang pekeijaan dilakukan, namun beliau juga 
selalu memantaunya. 

T: Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah beijalan 
dengan baik? 

J : Kalau menurut saya sudah beijalan dengan baik, kendatipun proses 
pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan. 

T: Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung proses 
penyedian barang danjasa ini? 

J: Faktor pendukung dalam penyediaan barang danjasa: 
1. Adanya komunikasi yang jelas dari atasan kepada bawahan, dalam 

menyususn perencanaan pengadaan barang dan jasa. 
2. Adanya dukungan dari pemimpin kepada pelaksanaan penyediaan barang 

danjasa. 
Faktor penghambat dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 
J. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
k. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 
1. Masih sering teijadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 
T: Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum proses 

penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian Petemakan 

J: dan Perikanan? 
Kalau 100% masih bel urn tercapai angka terse but, tapi semua kami jalankan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara somber :5 

3. Nama . Mutoyo, ST . 

8. Jabatan . Dir. CV. Candi Saputra . 

9. TanggaiWawancara . 15 Agustus 2014 . 

T: Apakah perusahaan Bapak Bergerak dalam kegiatan pengadaan barang dan 
jasa? 

J: Ya, sejak berdirinya sampai dengan sekarang perusahaan saya bergerak 
dalam usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang, sesuai jenis usaha yang 
saya miliki. 

T: Apakah bapak, sering mengikuti proses pengadaan barang danjasa 
pemerintah, khususnya di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan? 

J: Y a, setiap tahun saya mengikuti pelelangan baik melalui ULP maupun di 
pej abat pengadaan. 

T: Apakah bapak mengetahui bahwa pengadaan barang danjasa pemerintah, 

diatur melalui sebuah kebijakan? 
J: Saya tau sejak Kepres 80 tahun 2003, Perpres 54 Tahun 2010 serta yang 

terakhir Perpres 70 Tahun 2012. 

T: Sejauhmana Perpres 70 Tahun 2012 dapat memberikan informasi terhadap 
pengadaan barang danjasa pemerintah secara umum? 

J: Perpres 70 Tahun 2012 memudahkan kami untuk bersaing secara sehat, tanpa 
kuatir untuk adanya kolusi atau nepotisme dari pemerintah. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap T APM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara sumber : 6 

4. Nama . Murni, SP . 

10. Jabatan . Sekretaris Dinas Pertanian . 
Peternakan dan Perikanan 

11. Tanggal Wawancara : 19 Agustus 2014 

T: Apakah saudara tau/mengerti apa tugas dan tanggungjawab saudara, (sebagai 
panitia pengadaan barang danjasa!PPTK/panitia penerima hasil pekerjaan)? 

J : Y a pastinya saya mengetilah, karena itu sudah merupakan tugas saya. 

T: Bagaimanakah proses dan tahapan, pengadaan Barang danjasa dilaksanakan? 
J: Tahapan dan proses dijalankan sesuai juknis yang ada. " Di Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan ini seperti halnya dinas/badan 
yang lain penggunaan dan penyerapan anggaran dalam satu tahun 
anggaran itu terbagi dalam empat triwulan. Pada tahun 2013 anggaran 
dalam satu tahun anggaran untuk Dinas Pertanian Petemakan dan 
Perikanan realisasinya mencapai angka Rp. 28.056.218.298 yang 
dibagi dalam empat triwulan." 

T: Apakah ada pembinaan untuk SDM sebagai pendukung dalam keahliaan 
pengadaan barang dan j asa? 
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J : Atasan selalu memberi kesempatan kepada kamu untuk mengikuti pelatihan 
pengadaan barang danjasa serta mengikuti ujian sertifikasi bagi pegawai 
yang belum memiliki sertifikat. 

T: Sejauhmana dukung atasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
ini? 

J : Atasan selalu mendukung apa yang pekerjaan dilakukan, namun beliau juga 
selalu memantaunya. 

T: Apakah proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sudah berjalan 
dengan baik? 

J : Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, kendatipun proses 
pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan. 

T : Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga yng mendukung proses 
penyedian barang danjasa ini? 

J: Faktor pendukung dalam penyediaan barang danjasa: 
1. Adanya komunikasi yang jelas dari atasan kepada bawahan, dalam 

menyususn perencanaan pengadaan barang dan jasa. 
2. Adanya dukungan dari pemimpin kepada pelaksanaan penyediaan barang 

danjasa. 
Faktor penghambat dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah: 
a. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan 

Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
b. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih 

terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. 
c. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para 

penyedia Barang/Jasa. 

T: Sudah sesuai denga Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 atau belum proses 
penyedian barang dan jasa yang anda ketahui di Dinas Pertanian Petemakan 

J: dan Perikanan? 
Kalau 100% masih bel urn tercapai angka terse but, tapi semua kami jalankan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap T APM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Hidayat Erikson, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Hidayat Erikson) 

J: Nara Sumberflnforment 

Nara somber : 7 

5. Nama . Anskatiad, SE . 

12. Jabatan : Dir. PT. Lamandau Jaya 

13. Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2014 

T: Apakah perusahaan Bapak Bergerak dalam kegiatan pengadaan barang dan 
jasa? 

J: Y a, sejak berdirinya sampai dengan sekarang perusahaan saya bergerak 
dalam usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang, sesuai jenis usaha yang 
saya miliki. 

T: Apakah bapak, sering mengikuti proses pengadaan barang danjasa 
pemerintah, khususnya di Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan? 

J: Tidak selalu tergantungjenis pekerjaan yang ditawarkan 

T: Apakah bapak mengetahui bahwa pengadaan barang dan j asa pemerintah, 
diatur melalui sebuah kebijakan? 

J: Saya tau sejak Kepres 80 tahun 2003, Perpres 54 Tahun 2010 serta yang 
terakhir Perpres 70 Tahun 2012. 

T: Sejauhmana Perpres 70 Tahun 2012 dapat memberikan informasi terhadap 
pengadaan barang danjasa pemerintah secara umum? 

J: Sebetulnya kalau memang kosekuen Perpres 70 Tahun 2012 sangat baik 
namun saya masih mengalami kesulitan untuk memahami pengadaan melalui 
sistem elektronik. 
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Lampiran 3 : Gambar Kegiatan Wawancara 

Gambar: Wawancara dengan Ketua Tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan Dinas 
Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau Bapak Hendra, S.Pt 

Gambar : Salah satu kegiatan dalam proses pemilihan penyedia pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau 
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Gambar : Salah satu Kegiatan Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di Dinas 
Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau 
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PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa dalaril rangka percepatan pelaksanaan pembangunan 

perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja 

Negara perlu percepata.'! pelaksanaan Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah; 

c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan 

Pengadaan Barang/ J a sa Pemerin tah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ J as a Pemerin tah; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan ... 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas~ Pemerintah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan BarangfJasa Pemerintah sebagaimana 

telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, 

angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara 

angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu 

angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 ... 
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Pasall 

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengat1: 

1. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut dengan Pengadaan BarangjJasa adalah kegiatan 

unhtk memperoleh BarangjJasa oleh Kementerian/ 

LembagajSatuan Ketja Perangkat Daerah/Institusi yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

Barang/ J as a. 

2. Kementerian/Lembaga/Satuan Ketja. Perangkat Daerahf 

Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D /I adalah 

instansi/institusi yang menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

3. Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik 

Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/1. 

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga 

Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan 

merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 

106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

BarangjJasa Pemerintah. 

4a. Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pengguna ... 
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5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna 

APBN/APBD. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 

adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk 

menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah 

untuk menggunakan APBD. 

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut 

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP 

adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah/lnstitusi yang berfungsi 

melaksanakan Pengadaa11. BarangfJasa yang bersifat 

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit 

yang sudah ada. 

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 

melaksanakan Pengadaan Langsung. 

10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 

panitiajpejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang 

bertugas memeriksa dan menerima. hasil pekerjaan. 

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas 

intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP 

adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi. 

12. Penyedia ... 
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12. Penyedia BarangfJasa adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang menyediakan BarangjPekerjaan 

Konstruksi I J as a Konsultansi I J asa Lainnya. 

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi 

ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 

korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan BarangfJasa. 

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun 

tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang 

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan 

atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 

( brainware). 

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan 

kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan 

(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan a tau segala pekerjaan dan/ a tau penyediaan 

jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi dan pengadaan Barang. 

18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, 

dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 

serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan 

pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 

19. Sertifikat ... 
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19. Sertiflkat Keahlian Pengadaan BarangfJasa adalah tanda 

bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan 

kemampuan profesi dibidang Pengadaan BarangfJasa. 

20. Swakelola adalah Pengadaan BarangfJasa dimana 

peketjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau 

diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung jawab 

anggaran, instansi pemerintah lain danjatau kelompok 

masyarakat. 

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan 

oleh Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang 

memuat inforrnasi dan ketentuan yang harus ditaati o1eh 

para pihak dalam proses Pengadaan BarangfJasa. 

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK 

dengan Penyedia BarangjJasa atau pelaksana 

Swakelola. 

23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk 

semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia 

Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya yang 

memenuhi syarat. 

24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia 

yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk 

pekerjaan yang kompleks. 

2 5. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 

BarangfJasa Lainnya untuk pekerjaan yang bemilai 

paling tinggi RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). 

2 6. Pemilihan ... 
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26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bemilai 

paling tinggi RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). 

27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa 

Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi 

syarat. 

28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 

Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bemilai 

paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan 

inovasi tertentu yai<g hargafbiayanya tidak dapat 

ditetapka..J. berdasarkan Harga Satuan. 

30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 

memperlombakan barangjbenda tertentu yang tidak 

mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak 

dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan 

31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan 

Penyedia BarangfJasa dengan cara menunjuk langsung 

1 (satu) Penyedia BarangjJasa. 

32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan BarangjJasa 

langsung kepada Penyedia BarangjJasa, tanpa melalui 

Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perseorangan dan/ a tau badan usaha yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

34. Usaha ... 
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34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktifyang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, 

adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan 

dan tidak bersyarat ( unconditiona~, yang dikeluarkan 

oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 

Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa 

kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin 

terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/ Jasa. 

36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan 

teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan 

peralatan yang didesain khusus dan/ a tau pekerjaan 

yang bernilai diatas RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus 

miliar rupiah). 

37. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah 

Pengadaan Barang/ J asa yang dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 

disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/1 yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan 

Barang/ Jasa secara elektronik. 

39. E-Tendering ... 
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39. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat 

diikuti oleh semua Penyedia BarangjJasa yang terdaftar 

pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara 

menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari 

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 

41. £-Purchasing adalah tata cara pembelian BarangjJasa 

melalui sistem katalog elektronik. 

42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem 

informasi elektronik yang terkait dengan informasi 

Pengadaan BarangjJasa secara nasional yang dikelola 

oleh LKPP. 

2. Penjelasan Pasal 4 huruf c ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu 

butir e, dan huruf d ditambahkan 1 (satu) butir yaitu 

butir x, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal4. 

3. Penjelasan Pasal 6 huruf e diubah sebagaimana tercantum 

dalam Penjelasan Pasal 6. 

4. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 

huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (4) dan 

Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 7 ... 
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Pasal 7 

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan 

melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; 

c. ULP/P~abatPengadaan;dan 

d. PanitiajPejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan 

melalui Swakelola terdiri atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; 

bl. ULP/Pejabat PengadaanjTim Pengadaan; dan 

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejaba.t sebagaimana 

disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun 

anggaran. 

(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan 

untuk pelaksanaan Pengadaan BarangjJasa. 

(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c 

diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi: 

Pasal 11 ... 
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Pasal 11 

(1) PPK memillki tugas pokok dan kewenangan sebagai 

berikut: 

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan 

BarangfJasa yang meliputi: 

1) spesiflkasi teknis Barang/Jasa; 

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ 

Jasa; 

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani 

Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK) I surat 

perjanjian: 

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ 

Jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan Kon trak; 

f. melaporkan pelaksanaanfpenyelesaian Pengadaan 

Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ 

Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara 

Penyerahan; 

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk 

penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan 

pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 

dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ J as a. 

(2) Selain ... 
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(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK 

dapat: 

a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

1) perubahan paket peketjaan; danfatau 

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung; 

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi 

penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan 

tugas ULP; dan 

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan 

dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa. 

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara 

ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) 

dan ayat (2b} serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), 

serta Penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA 

untuk melaksanakan Pengadaan BarangfJasa. 

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki integritas; 

b. memiliki disiplin tinggi; 

c. memiliki ... 
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c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 

manajerial untuk melaksanakan tugas; 

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan 

memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta 

tidak pemah terlibat KKN; 

e. menandatangani Pakta Integritas; 

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan 

Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; 

dan 

g. memiliki Sertiftkat Keahlian Pengadaan Barang/ 

Jasa. 

(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 

dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai 

PPK. 

(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi 

persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan 

pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk: 

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di 

K/L/D/1; danfatau 

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c adalah: 

a. berpendidikan paling kurang Satjana Strata Satu 

(Sl) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 

b. memiliki ... 
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b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun 

terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan Pengadaan Barang/ Jasa; dan 

c. memiliki kemampuan kelja secara berkelompok 

dalam melaksanakan setiap tugasfpeketjaannya. 

(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a 

dapat diganti dengan paling kurang golongan lila atau 

disetarakan dengan golongan Ilia. 

7. Ketentuan Pasal 14 diu bah, sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal14 

( 1) Kernen terian / Lembaga/ Pemerin tah Daerah/Institusi 

diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan 

pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/ 

Jasa. 

(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 

Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ 

Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. 

B. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan 

oleh Kelompok Kerja ULP. 

(2} Keanggotaan ... 
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(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan 

untuk: 

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksijJasa 

lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah); 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 

RpSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah). 

(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal 

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat 

ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi 

penjelasan teknis. 

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh 

Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. 

(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling 

tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat 

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat 

Pengadaan. 

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang 

Pejabat Pengadaan. 

10. Ketentuan ... 
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10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat 

(6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) 

disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2) 

dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga 

Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal17 

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat 

Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi 

tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 

yang bersangkutan; 

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur 

Pengadaan; 

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ 

Jasa sesuai dengan kompetensi yang 

dipersyaratkan; dan 

f. menandatangani Pakta Integritas. 

(la) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ 

J as a pacta ayat ( 1) huruf e dapat dikecualikan untuk 

Kepala ULP. 

(2) Tugas ... 
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(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja 

ULP /Pejabat Pengadaan meliputi: 

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ 

Jasa; 

b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ 

Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/Institusi masing-masing dan papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat serta 

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 

Portal Pengadaan Nasional; 

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui 

pra.lrualifJ.kasi atau pascakualifJ.kasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 

terhadap penawaran yang masuk; 

g. khusus untuk Kelompok Kezja ULP: 

1) menjawab sanggahan; 

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung 

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi Jasa Lainnya yang bemilai paling 

tinggi Rp 1 00.000.000.000,00 ( seratus miliar 

rupiah); atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk 

paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang 

bemilai paling tinggi RplO.OOO.OOO.OOO,OO 

(sepuluh miliar rupiah); 

3) menyampaikan ... 
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3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

kepada PPK; 

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 

Barang/ Jasa; 

5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan 

kepada Kepala ULP. 

h. khusus Pejabat Pengadaan: 

1) menetapkan Penyedia BarangfJasa untuk: 

a) Pengadaan Langsung untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

J asa Lainnya yang bernilai paling tinggi 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

danfatau 

b) Pengadaan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai 

paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah); 

2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 

kepada PPK; 

3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia 

Barang/ Jasa kepada PA/KPA; dan 

4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan 

Pengadaan kepada PA/KPA. 

i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan Pengadaan BarangfJasa kepada PA/KPA. 

(2a) Tugas ... 
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(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: 

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan 

ULP; 

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 

c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ 

jasa di ULP dan melaporkan apabila ada 

penyimpangan dan/ a tau indikasi penyimpangan; 

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

kepada Mentep/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ 

Pimpinan Institusi; 

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan 

Sumber Daya Manusia ULP; 

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota 

Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing

masing Kelompok Kerja ULP; dan 

g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok 

Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ 

Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan 

pelanggaran peraturan perundang-undangan 

danjatau KKN. 

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan 

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat 

mengusulkan kepada PPK: 

a. perubahan HPS; danjatau 

b. perubahan spesiflkasi teknis pekerjaan. 

(4) Kepala ... 
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(4) Kepala ULP I Anggota Kelompok Kerja ULP IPejabat 

Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari 

instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk: 

a. Lembagallnstitusi Pengguna APBN I APBD yang 

memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus 

Pegawai Negeri, Kepala ULP I anggota Kelompok 

Kerja ULP IPejabat Pengadaan dapat berasal dari 

pegawai tetap Lembagallnstitusi Pengguna APBN I 
APBD yang bukan Pegawai Negeri. 

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala 

ULP I anggota Kelompok Kerja ULP /Pejabat 

Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai 

Negeri. 

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa bersifat khusus 

dan/ atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok 

Kerja ULP /Pejabat Pengadaan dapat menggunakan 

tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau 

swasta. 

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang 

duduk sebagai: 

a. PPK; 

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM); 

c. Bendahara; dan 

d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaanf 

anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 

dibutuhkan instansinya. 

11. Ketentuan ... 
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11. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal 

18 berbunyi: 

Pasal18 

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan. 

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri 

maupun instansi lainnya. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota 

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi 

lain Pengguna APBN / APBD a tau Kelompok Masyarakat 

Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai 

negeri. 

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami isi Kontrak; 

c. memiliki kualifikasi teknis; 

d. menandatangani Pakta Integritas; dan 

e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan 

Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

(5) PanitiafPejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan 

kewenangan un tuk: 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan 

Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Kontrak; 

b. menerima ... 
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b. menerima hasil Pengadaan BarangfJasa setelah 

melalui pemeriksaanfpengujian; dan 

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah 

Terima Hasil Pekerjaan. 

(6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan 

keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga 

ahli untuk membantu pelaksanaan tugas 

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(7} Timftenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6} 

ditetapkan oleh PA/KPA. 

(8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, 

dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa 

Konsultansi yang bersangkutan. 

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan 

ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a}, dan 

Penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 19 

( 1) Penyedia Barang/ J a sa dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; 

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis 

dan manajerial untuk menyediakan BarangfJasa; 

c. memperoleh ... 
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c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekezjaan 

sebagai Penyedia BarangfJasa dalam kurun waktu 

4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 

subkontrak; 

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, 

dikecualikan bagi Penyedia BarangfJasa yang baru 

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan 

dan fasilitas lain yang diperlukail dalam Pengadaan 

Barang/ J asa; 

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan 

kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus 

mempunyai pezjanjian kezja sama operasi/ 

kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan 

perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; 

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang 

sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang 

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non

kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa 

Konsultansi; 

i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki 

dukungan keuangan dari bank; 

j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 

Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa 

Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: 

SKP= ... 
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SKP = KP-P 

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) 

ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; 

dan 

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket 

(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 

(satu koma dua) N. 

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. 

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang 

dapat ditangani pada saat· bersamaan selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ 

atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama 

perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 

1. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta 

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 

23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan 

PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 

(tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; 

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk 

mengikatkan diri pada Kontrak; 

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

o. memiliki ... 
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o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat 

dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 

p. menandatangani Pakta Integritas. 

(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip 

pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan 

bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari 

ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan hurufl. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, 

dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang 

perorangan. 

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ 

Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar 

tanggungan K/L/D fl. 

(4) Penyedia Barang/ J asa yang keikutsertaannya 

menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang 

menjadi Penyedia BarangjJasa. 

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 

22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan BarangfJasa 

sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing

masing. 

(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa 

yang akan dibiayai oleh K/L/D/1 sendiri; danfatau 

b. kegiatan ... 
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b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa 

yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar 

K/L/D/1 secara pembiayaan bersama (co-fmancing), 

sepanjang diperlukan. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. mengindentifikasi kebutuhan BarangfJasa yang 

diperlukan K/L/D /1; 

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran 

untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2); 

c. menetapkan kebijakan umum tentang: 

1) pemaketan pekerjaan; 

2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa; 

4) penetapan penggunaan produk dalam negeri. 

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 

paling sedikit memuat: 

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 

c. spesiflkasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; 

dan 

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

14. Ketentuan ... 
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14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal23 

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan BarangfJasa 

pada K/L/0/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, 

harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang betjalan. 

(2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan 

Pengadaan BarangfJasa yang dibiayai dari APBN/ 

APBD, yang meliputi: 

a. honorarium personil organisasi Pengadaan 

BarangfJasa termasuk tim tek:nis, tim pendukung 

dan staf proyek; 

b. biaya pengumuman Pengadaan BarangfJasa 

termasuk biaya pengumuman ulang; 

c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ 

Jasa;dan 

d. biaya lainnya yang diperlukan. 

(3) K/L/D/1 menyediakan biaya pendukung untuk 

pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang 

pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran 

berikutnya. 

(4) K/L/D/1 dapat mengusulkan besaran standar biaya 

terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, 

sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan 

standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah. 

15. Ketentuan ... 
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15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara 

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) 

dan ayat (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal25 

(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ 

Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ 

Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas 

setelah rencana kezja dan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Institusi dise_tujui oleh DPR. 

(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana 

Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada 

masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD. 

(lb) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) 

mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, 

apabila terdapat perubahanfpenambahan DIPA/DPA. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

paling kurang berisi: 

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 

b. paket pekezjaan yang akan dilaksanakan; 

c. lokasi pekezjaan; dan 

d. perkiraan besaran biaya. 

(3) Pengumuman ... 
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah/lnstitusi masing-masing, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal 

Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

(4) K/L/D /I mengumumkan rencana pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa yang Kontraknya akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnyafyang 

akan datang. 

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, 

sehingga Pasal26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal26 

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ 

atau diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung 

jawab a.."lggaran, instansi pemerintah lain, dan/ atau 

kelompok masyarakat. 

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola 

meliputi: 

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan 

teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan 

tugas dan fungsi K/L/D/1; 

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya 

memerlukan partisipasi langsung masyarakat 

setempat atau dikelola oleh K/L/D/1; 

c. pekerjaan ... 
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c. peketjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi 

atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia 

Barangf Jasa; 

d. peketjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat 

dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga 

apabila dilaksanakan oleh Penyedia BarangfJasa 

akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang 

besar; 

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, 

seminar, lokakarya atau penyuluhan; 

f. peketjaan untuk proyek percontohan (pilot projec~ 

dan survei yang bersifat khusus untuk 

pengembangan teknologifmetode kerja yang belum 

dapat dilaksanakan oleh Penyedia BarangfJasa; 

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan 

kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, 

dan pengembangan sistem tertentu; 

h. peketjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/1 yang 

bersangkutan; 

i. peketjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya 

dalam negeri; 

j. penelitian -ian pengembangan dalam negeri; 

danfatau 

k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, 

industri alutsista, dan industri almatsus dalam 

negeri. 

(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pekerjaan. 

(4) Pengadaan ... 

16/41847.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



® 
PRES I DEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 31 -

(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: 

a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; 

b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; 

danjatau 

c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang 

akan melaksanakan Pengadaan BarangjJasa secara 

Swakelola. 

17. Penjelasan Pasal 31 huruf c dan huruf d diu bah 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31. 

18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal33 

(1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas 

kegiatan: 

a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. pemilihan sistem pengadaan; 

c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 

d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/ 

Jasa; 

e. penyusunan Dokumen Pengadaan BarangfJasa; 

dan 

f. penetapan HPS. 

(2) Proses persiapan pemilihan Penyedia BarangjJasa 

dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan 

ditetapkan. 

19. Keten tuan ... 
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19. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan 

ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga 

Pasal 35 berbunyi: 

Pasa135 

(1) Kelompok Ketja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 

menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/ 

Peketjaan KonstruksifJasa Lainnya. 

(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pelelangan Sederhana; 

d. Penunjukan Langsung; 

e. Pengadaan Langsung; atau 

f. Kontes. 

(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan 

dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pemilihan Langsung; 

d. Penunjukan Langsung; atau 

e. Pengadaan Langsung. 

(3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan ... 
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b. Pelelangan Sederhana; 

c. Penunjukan Langsung; 

d. Pengadaan Langsung; atau 

e. Sayembara. 

(4) Kontes/Sayembara dilakukan k:husus untuk pemilihan 

Penyedia BarangfJasa La.innya yang merupakan hasil 

Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. 

20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

La.innya pada prinsipnya dilakukan melalui metode 

Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. 

(2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi 

yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah 

penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ 

Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan 

Pelelangan Terbatas. 

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa 

La.innya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan 

paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman 

resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan 

Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan 

dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi 

dapat mengikutinya. 

(4) Dalam ... 
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(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan 

harga. 

21. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga 

Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal37 

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bemilai 

paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 

dapat dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/ 

Jasa Lainnya; atau 

b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi. 

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 

dilakukan melalui proses pascakualift.kasi. 

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 

diumumkan sekurang-kurangnya di website 

Kementerian/LembagafPemerintah Daerah/Institusi, 

papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan 

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 

masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan 

memenuhi kualift.kasi dapat mengikutinya. 

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 

tidak ada negosiasi teknis dan harga. 

22. Diantara ayat (4) huruf c dan huruf d Pasal 38 disisipkan 1 

(satu) huruf yaitu huruf c 1, dan ditambahkan 1 (satu) huruf 

pada ayat (5) yaitu huruf h, serta Penjelasan ayat (2) diu bah, 

sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 ... 
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Pasal38 

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia 

Barang/Peketjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat 

dilakukan dalam hal: 

a. keadaan tertentu; dan/ atau 

b. pengadaan Barang khusus/Peketjaan Konstruksi 

khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. 

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 

1 (satu) Penyedia Barang/Peketjaan KonstruksifJa.sa 

Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan peketjaan 

dan/ a tau memenuhi kualifikasi. 

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik 

teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang 

sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara 

teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan 

dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia 

Barang/Peketjaan KonstruksifJasa Lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan 

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya 

harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 

1) pertahanan negara; 

2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 

3) keselamatan(perlindungan masyarakat yang 

pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ 

harus dilakukan segera, termasuk: 

a) akibat ... 
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a) akibat bencana alam dan/ a tau bencana non 

alam danfatau bencana sosial; 

b) dalam rangka pencegahan bencana;danfatau 

c) akibat kerusakan saranajprasarana yang 

dapat menghentikan kegiatan pelayanan 

publik. 

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi 

yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen 

internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil 

Presiden; 

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang 

ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan 

yang menyangkut keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

c 1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan 

intelijen dan/ a tau perlindungan saksi sesuai 

dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan; atau 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa La.innya yang 

spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) 

Penyedia Barang/ Jasa Lainnya karena 1 (satu) 

pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak 

yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, 

atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan 

untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 

(5) Kriteria Barang khususfPekerjaan Konstruksi khususj 

Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang 

memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. Barang/ ... 
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a. Barang/ J asa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang 

ditetapkan pemerintah; 

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan 

satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan 

tanggung jawab atas tisiko kegagalan bangunan 

yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ 

diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); 

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan 

dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya 

ada 1 (satu) Penyedia yarig mampu; 

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, 

obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka 

menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang 

jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri 

yang bertanggung jawab di bidang kesehatan; 

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga 

khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan 

secara luas kepada masyarakat; 

f. sewa penginapanfhotel/ruang rapat yang tarifnya 

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; 

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa 

ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan 

ketentuan dan tata cara pembayaran serta 

penyesuaian harga yang dapat dipertanggung

jawabkan; atau 

h. Pekerjaan ... 
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h. Peketjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi 

Masyarakat 

dilaksanakan 

bersangkutan. 

Berpenghasilan Rendah yang 

oleh pengembang/ developer yang 

23. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, 

sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa139 

( 1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 

Pengadaan Barang/Peketjaan KonstruksifJasa Lainnya 

yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah), dengan ketentuan: 

a. kebutuhan operasional K/L/D/1; 

b. teknologi sederhana; 

c. risiko kecil; dan/ atau 

d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha 

orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil 

serta koperasi kecil, kecuali untuk paket peketjaan 

yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat 

dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

koperasi kecil. 

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga 

yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/ 

Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya. 

(3) Dihapus. 

(4) PA/ ... 
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(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan 

La.ngsung sebagai alasan untuk memecah paket 

Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud 

untuk menghindari pelelangan. 

24. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal42 

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya 

dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. 

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode 

Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di 

website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 

Institusi, papa..tl pengumuman resmi untuk masyarakat, 

dar1 Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 

masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta 

memenuhi kualiftkasi dapat mengikutinya. 

(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum beijumlah 5 (lima) 

sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. 

25. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasa143 

( 1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan 

Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak 

efisien dari segi biaya seleksi. 

(2) Seleksi ... 
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(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan 

Jasa Konsultansi yang: 

a. bersifat sederhana; dan 

b. bemilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode 

Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, 

papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan 

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 

masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan 

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana beijumlah 3 

(tiga) sampai 5 ilima) Penyedia Jasa Konsultansi. 

26. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6}, 

serta Penjelasan ayat (2) diu bah, sehingga Pasal 4 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal47 

(1) Kelompok Keija ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 

menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran. 

(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: 

a. metode satu sampul; 

b. metode dua sampul; atau 

c. metode dua tahap. 

(3) Metode ... 
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(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan 

Barang/ J asa yang sederhana, dimana evaluasi teknis 

tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar 

harga yang telah ditetapkan Pemerintah; 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang 

sederhana; atau 

c. Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksijJasa 

Lainnya yang spesiflkasi teknis atau volumenya 

dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen 

Pengadaan. 

(4) Selain Pengadaan BarangfJasa yang memiliki 

karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan 

Langsung/ Pengadaan Langsung/ Kontes I Sayembara. 

(5) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan 

BarangfJasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh 

penawaran harga, dan digunakan untuk: 

a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 

Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai 

atau sistem biaya selama umur ekonomis. 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara 

persyaratan teknis dengan harga penawaran, 

agar penilaian harga tidak mempengaruhi 

penilaian teknis; atau 

2) pekerjaan ... 
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2) pekeijaan bersifat kompleks sehingga diperlukan 

evaluasi teknis yang lebih mendalam. 

(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekeijaan KonstruksifJasa Lainnya yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Pekeijaan bersifat kompleks; 

b. memenuhi kriteria kineija tertentu dari keseluruhan 

sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau 

efisiensi pengoperasian dan pemeliharan 

peralatannya; 

c. mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem 

dan desain penerapan teknologi yang berbeda; 

d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; 

danfatau 

e. membutuhkan penyetaraan teknis. 

27. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) diu bah, dan 

diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu 

ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), 

sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal48 

( 1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri 

atas: 

a. sistem gugur; 

b. sistem nilai; dan 

c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 

(2) Metode ... 
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(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/ 

Pekerjaan KonstruksijJasa Lainnya pada prinsipnya 

menggunakan penilaian sis tern gugur. 

(3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan 

BarangjPekerjaan KonstruksijJasa Lainnya yang 

memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan 

harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi 

oleh kualitas teknis. 

(3a) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 

digunakan untuk Pengadaan BarangjPekerjaan 

KonstruksijJasa Lainnya yang memperhitungkan 

faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, 

biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 

(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. besara..11 bobot biaya antara 70% (tujuh puluh 

perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 

perseratus) dari total bobot keseluruhan; 

b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau 

yang dapat dikuantiflkasikan; dan 

c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan 

dengan jelas dan rind dalam Dokumen Pengadaan. 

(5) Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP I 
Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah 

dan/ atau rnengurangi kriteria serta tata cara evaluasi 

setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 

(6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi 

sistern gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya 

selarna umur ekonomis. 

28. Ketentuan ... 
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28. Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf d diubah dan 

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 49 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasa149 

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia 

Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan 

menggunakan: 

a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 

b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 

c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 

d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 

(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, digunakan untuk 

p.ekerjaan yang: 

a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai 

faktor yang menentukan terhadap hasilfmanfaat 

(outcome) secara keseluruhan; dan/atau 

b. lingkup pekezjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 

(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

digunakan untuk pekerjaan yang: 

(4) 

a. lingkup, keluaran (outpu~, waktu penugasan, dan 

hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam 

KAK; danfatau 

b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, 

jelas, dan tepat. 

Metode evaluasi berdasarkan 

sebagaimana dimaksud pada 

digunakan untuk pekerjaan: 

Pagu 

ayat (1) 

Anggaran 

huruf c, 

a. sudah ... 
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a. sudah ada aturan yang mengatur (standar); 

b. dapat dirinci dengan tepat; atau 

c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

digunakan untuk peketjaan yang bersifat sederhana 

dan stan dar. 

(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, 

pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan 

k,etentuan: 

a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; 

b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

(7) Semua evaluasi penawaran Peketjaan Jasa Konsultansi 

harus diikuti dengan klarifJ.kasi dan negosiasi, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya 

langsung non-personil yang dapat diganti 

(reimburseable cos~ danfatau biaya langsung 

personil yang dinilai tidak wajar; 

b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi 

terutama: 

1) kesesuaian rencana ketja dengan jenis 

pengeluaran biaya; 

2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 

3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang 

berlaku di pasar /kewajaran biaya; 

c. klarifikasi ... 
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c. klariflkasi dan negosiasi terhadap unit biaya 

langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji 

yang telah diaudit dan/ a tau bukti setor Pajak 

Penghasilan tenaga ahli konsultan yang 

bersangkutan; 

d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling 

tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga 

ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua kama lima) kali 

penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; 

dan 

e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan 

satuan waktu yang telah ditetapkan. 

(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, 

untuk seleksi internasional, dengan ketentuan: 

a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil 

dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah 

diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, 

atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan 

tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) 

yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar 

audit; 

b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu 

kepada unit biaya personil yang berlaku di luar 

negeri. 

29. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 50 ... 
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Pasal 50 

(1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan BarangfJasa 

dalam rancangan kontrak. 

(2) Kontrak Pengadaan BarangjJasa meliputi: 

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; 

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; 

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan 

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. 

(3) Kontrak Pengadaan BarangfJasa berdasarkan cara 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, terdiri atas: 

a. Kontrak Lump Sum; 

b. Kontrak Harga Satuan; 

c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; 

d. Kontrak Persentase; dan 

e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey). 

(4) Kontrak Pengadaan Barang/ J asa berdasarkan 

pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a. Kontrak Tahun Tunggal; dan 

b. Kontrak Tahun Jarnak. 

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber 

pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c, terdiri atas: 

a. Kontrak Pengadaan Tunggal; 

b. Kon trak Pengadaan Bersama; dan 

c. Kontrak ... 
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c. Kontrak Payung (Framework Contrac~. 

(6) Kontrak Pengadaan BarangfJasa berdasarkan jenis 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, terdiri atas: 

a. Kontrak Pengadaan Peketjaan Tunggal; dan 

b. Kontrak Pengadaan Peketjaan Terintegrasi. 

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan 

ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga 

Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal52 

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang 

pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran 

selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. 

(2) Kontrak Tahun Jarnak merupakan Kontrak yang 

pelaksanaan peketjaannya untuk masa lebih dari 1 

(satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang 

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan : 

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan 

untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai 

dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, 

penghijauan, pelayanan perintis daratflaut/udara, 

makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, 

pengadaan pita cukai, layanan pembuangan 

sampah, dan pengadaan jasa cleaning service. 

b. Menteri ... 
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b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya 

diatas RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) 

dan kegiatan yang nilainya sampai dengan 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang 

tidak termasuk dalam kriteria kegiatan 

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a. 

(2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak dokumen diterima secara lengkap. 

(3) Kontrak Tahun Jarnak pada pemerintah daerah 

disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangsn. 

31. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal53 

( 1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang 

dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia 

Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan 

tertentu dalam waktu tertentu. 

(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak 

antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia 

BarangjJasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 

waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing

masing PPK yang menandatangani Kontrak. 

(3) Kontrak Payung (Framework Contrac~ merupakan 

Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/1 dengan 

Penyedia BarangjJasa yang dapat dimanfaatkan oleh 

K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diadakan ... 
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a. diadakan untuk menjarnin harga BarangfJasa yang 

lebih efisien, ketersediaan BarangfJasa terjamin, 

dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan 

volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat 

ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan 

b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan 

Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ 

pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia 

BarangfJasa secara nyata. 

(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan 

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur 

dalam kesepakatan pendanaan bersama. 

32. Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 

diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: 

PasalSS 

( 1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 

a. bukti pembelian; 

b. kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan 

d. surat perjanjian. 

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, digunakan untuk Pengadaan BarangfJasa 

yang nilainya sampai dengan RplO.OOO.OOO,OO (sepuluh 

juta rupiah). 

(3) Kuitansi ... 
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(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang 

nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Peke~aan 

Konstruksi/Jasa La.innya sampai dengan 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 

Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 

Rp50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah). 

(5) Surat Pe~anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/ 

Peke~aan Konstruksi/Jasa La.innya dengan nilai diatas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 

Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

33. Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) diubah, 

dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (4a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 56 

(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan 

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan 

terten tu lainnya dari Penyedia Barang/ J as a. 

(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

prakualifikasi atau pascakualifikasi. 

(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi 

yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 

(4) Prakualifikasi ... 
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(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai 

berikut: 

a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; 

b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui 

Pelelangan Umum; 

c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya yang menggunakan Metode 

Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan 

darurat; atau 

d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. 

(4a) Prakualiflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung 

Barang/Jasa Lainnya. 

(5) Proses penilaian 

Langsung dalam 

kualiflkasi untuk Penunjukan 

penanganan darurat dilakukan 

bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. 

(6) Proses prakuaiiflkasi menghasilkan: 

a. daftar cal on Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya; a tau 

b. daftar per:dek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 

(7) Dalam proses prakualiflkasi, Kelompok Kerja 

ULP /Pejabat Pengadaan segera membuka dan 

mengevaluasi Dokumen Kualiflkasi paling lama 2 (dua) 

hari kerja setelah diterima. 

(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi 

yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 

(9) Pascakualiftkasi ... 
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Pasal II 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 

1. Seluruh frasa 'ULP' kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 

ayat (4), Pasal 8 ayat (I) huruf I, Pasal 14 ayat (1), Pasal 

14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111 

ayat (1), Pasal Ill ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1) 

a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal 

130 ayat (2), selanjutnya dibaca 'Kelompok Kerja ULP'. 

2. Seluruh frasa 'website K/L/D/1', selanjutnya dibaca 

'website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 

Institusi'. 

3. Pengadaan BarangfJasa yang sedang dilaksanakan, 

dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan 

sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

4. PerjanjianjKontrak yang ditandatangani sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai 

dengan berakhimya Perjanjian/Kontrak. 

5. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Agustus 20 12 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 155 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRET ARIAT KABINET RI 
Deputi Bidang Perekonomian, 

ttd. 

Retno Pudji Budi Astuti 
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